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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF ACCRUAL BASED GOVERNMENT 
ACCOUNTING STANDARDS IN THE OFFICE OF FINANCIAL 

MANAGEMENTANDASSETNUNUKAN 

Warda 
warda.salwa07041976@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

Changes in government accounting standards of government cash-based 
accounting standards towards accrual-based government accounting standards is 
expect to bring a positive impact on the management on state finances. 
Implementation of accrual based government accounting standards to improve 
accountability, sustainability, provide better measurement basis and can increase 
the effectiveness and efficiency and is able to boost the integrity of an 
organization. The purpose of this study was to determine and analyze how policy 
implementation of accrual based government accounting standards in the office of 
financial management and asset Nunukan prescribed by four factors: 
communication, resources, dfaposition, and bureaucratic structures. The method 
used in this research is descriptive method with qualitative approaches. 
Determination of informants in this study is purposive. Data were collected by 
using observation, interviews, documentation and study of literature. Data 
analysis technique conducted a qualitative descriptive to outline the government's 
policy implementation of accrual based accounting standards at the department of 
financial management and assets Nunukan. The result showed that government's 
policy implementation of accrual based accounting standards at the department of 
financial management and assets Nunukan has been good, but still need to be 
increased again mainly on the factors of communication and human resources. 

Keywords: Implementation, Accrual Based Government Accounting Standards. 
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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH 
BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 

Warda 
warda.salwa0704 l 976@gmail.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) Berbasis Kas menuju Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
Berbasis Akrual diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pengelolaan 
keuangan Negara. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 
dapat meningkatkan akuntabilitas, kesinambungan, memberikan dasar pengukuran 
yang lebih baik dan dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi serta mampu 
mendorong peningkatan integritas suatu organisasi. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakankan 
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditentukan oleh 4 faktor 
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan 
secara purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 
observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. T eknik analisis 
data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan implementasi 
kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Nunukan sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi terutama pada faktor 
komunikasi dan sumber daya manusia. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, SAP Berbasis Akrual. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan 

Kabupaten Nunukan mempunyai luas wilayah 14.585,70 Km2 dengan 

letak Geografis antara 115'22'30 BT sampai dengan 118'44'54 BT dan 3'30'00 

sampai dengan 4'24'55' LU, secara administratif Kabupaten Nunukan memiliki 

batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia. 

b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan 

Kabupaten Malinau. 

c. Sebelah Timur: berbatasan dengan Laut Sulawesi 

d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia. 

Wilayah Kabupaten Nunukan didominasi oleh topografi yang 

bergelombang dari kemiringan landai sampai curam. Dengan ketinggian 

perbukitan antara 500 Meter sampai dengan 3.000 Meter dari permukaan laut 

(DPL ). Daerah dataran rendah pada umumnya pada kawasan pantai dan pada 

kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan terdapat di bagian barat 

laut dan utara. Secara garis besar dari 1.458.570 Ha keadaan topografi perbukitan 

memiliki sudut kelerengan lebih dari 30%, untuk daerah yang merupakan dataran 

tinggi mempunyai kemiringan berkisar antara 8-15%, sedangkan untuk daerah 

yang merupakan perbukitan kemiringan sangat terjal di atas 15%. 
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Sehingga dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar 0-50%. 

Sedangkan untuk Pulau Nunukan sendiri di sebelah barat daya pada umumnya 

memiliki daerah sangat curam, sedangkan di bagian pantai timur daerahnya 

sedikit bergelombang antara 3-8% dan yang berbukit sekitar 15-25%. Begitu pula 

dengan daerah Pulau Sebatik, topografinya hampir sama dengan Pulau Nunukan, 

daerahnya datar dan sedikit bergelombang dengan kemiringan 0-3%. 

Kabupaten Nunukan terdiri dari 16 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 232 Desa 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Nunukan terdiri dari l Desa dan 4 Kelurahan 

b. Nunukan Selatan terdiri dari 4 Kelurahan 

c. Seimenggaris terdiri dari 4 Desa 

d. Sebatik terdiri dari 4 Desa 

e. Sebatik Barat terdiri dari 4 Desa 

f. Sebatik Utara terdiri dari 3 Desa 

g. Sebatik Timur terdiri dari 4 Desa 

h. Se batik T engah terdiri dari 4 Desa 

1. Sebuku terdiri dari 12 Desa 

J. Tulin Onsoi terdiri dari 12 Desa 

k. Sembakung terdiri dari 10 Desa 

l. Sembakung Atulai terdiri dari 10 Desa 

m. Lumbis terdiri dari 28 Desa 

n. Lumis Ogong terdiri dari 49 Desa 

o. Krayan terdiri dari 65 Desa 

p. Krayan Selatan terdiri dari 24 Desa 
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Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan menurut Sensus Penduduk Tahun 

2015 sebanyak 140.841 jiwa yang terdiri dari 75.171 jiwa penduduk laki-laki dan 

65.670 jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan rata-rata 9,87 jiwa per 

Km2
• Rasio penduduk menunjukan angka 114,47 yang berarti penduduk laki-laki 

lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Dalam menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nunukan didukung oleh 

Instansi Pemerintah denganjumlah PNS sebanyak 4.421 orang pegawai. 

2. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten 

Nunukan merupakan merupakan salah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

dalam menjalankan roda pemerintahan yang didasarkan kepada kebijakan umum 

daerah Kabupaten Nunukan. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan berkedudukan sebagai unsur pemerintah yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Nunukan melalui 

Sekretaris Daerah. DPKAD Kabupaten Nunukan sebagai salah satu SKPD sesuai 

dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya memiliki peran penting sebagai 

bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Berdassarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang 

Urusan Pemerintah Daerah dan PERDA Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 

2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas, Maka Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan (DPKAD) 

mempunyai Tugas Pokok yaitu: "Melaksanakan urusan pemerintahan yang 
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menjadi kewenangan daerah dibidang Pengelolaarr Keuangan dan aset Daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan". 

Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nunukan 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah 

Daerah. 

b. Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan 

teknis bidang Anggaran. 

d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan 

teknis bidang Perbendaharaan. 

e. Perumusan, Perencanaan Pembinaan dan Pengendalian kebijakan 

teknis bidang Aset dan Perlengkapan Daerah. 

f. Perumusan, Perencanaan Pembinaan dan Pengendalian kebijakan 

teknis bidang Akuntansi, Kas Daerah dan Penyertaan Modal. 

g. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas. 

h. Pembinaan kelompok jabatan Fungsional 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pengelolaan 

keuangan daerah yaitu sebagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam 
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membiayai pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya. Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan 

daerah di Kabupaten Nunukan, DPKAD tidak hanya berperan sebagai SKPD 

tetapi juga bertindak sebagai SKPKD dimana setiap aktifitas/kegiatan yang 

dilakukan harus selaras tidak hanya sesuai dengan Visi dan Misi DPKAD tetapi 

juga harus selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan. 

3. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan 

VISI Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPKAD) Kabupaten Nunukan berpedoman pada dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan yang 

disahkan dengan Perda Nomor 03 Tahun 2010 Tentang RPJMD Kabupaten 

Nunukan Tahun 2011-2016 serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi 

DPKAD itu sendiri. Berbeda dengan SKPD pada umumnya Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan mempunyai peran baik sebagai 

SKPD maupun sebagai SKPKD yang berfungsi sebagai koordinator pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembiayaannya. 

Visi Kabupaten Nunukan yaitu: Terwujudnya masyarakat Kabupaten 

Nunukan yang Maju, Aman, Damai, Adil, Bermoral, Demokratis, Mandiri, 

Sejahtera dan Berdaya Saing sebagai Beranda Terdepan NKRI. Sesuai dengan 

Visi Kabupaten Nunukan, yang mana melakat, menyentuh langsung kepada 

kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah, dapat memandang kedepan didalam rangka pencapaian tujuan 
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orgamsasmya, maka dapat dirumuskan pemyataan v1s1 DPKAD yaitu: 

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional. 

Berdasarkan visi tersebut, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Nunukan pada lima tahun kedepan (2011-2016) bercita­

cita mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Transparan serta 

bermoral. Sehingga dengan demikian DPPKAD Kabupaten Nunukan harus 

menjadi lembaga Pengelola keuangan yang mampu melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan standar pelayanan yang ditetapkan 

dengan dukungan SDM yang berkompoten dibidangnya. 

Adapaun Visi tersebut diatas adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, yang 

merupakan masa depan yang dapat menyatukan (Konsensus) semua orang untuk 

bekerja sama dalam mencapai dan memberikan keyakinan bahwa kita akan 

menuju satu sasaran tertentu. Visi dapat menunjukkan kepedulian atas kondisi 

lingkungan dan keinginan mencapai kondisi yang lebih baik, berkaitan dengan 

tantangan yang dihadapi. Visi merupakan cara pandang yang jauh kedepan yang 

menggambarkan apa yang ingin dicapai dari organisasi kedepan. 

Visi sekalipun merupakan cita-cita yang bersifat jangka panjang, tetapi 

Visi bukanlah mimpi yang tidak mungkin dicapai, karenanya Visi harus logis, 

rasional dan dapat diwujudkan. Sehingga makna yang terkandung didalam Visi 

DPKAD adalah menjadi penggerak dan pelopor dalam pelayanan dan peningkatan 

pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi serta Prima dalam 

Pelayanan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang dimulai dari 

Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan 
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Pelaporan yang berprinsip pada Transparansi dan akuntabilitas, sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan keuangan daerah. 

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi DPKAD Kabupaten Nunukan yang 

telah ditetapkan maka dijabarkan dalam Misi yang menjadi pedoman untuk 

mencapai tujuan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPKAD) Kabupaten Nunukan melalui misi sebagai berikut: 

a. Peningkatan kualitas dan Profesionalisme SDM Aparatur dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

b. Mendorong Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, melalui 

Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 

c. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang 

Transparan dan Akuntabel. 

d. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja dan Aset 

Daerah. 

e. Mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

(SIPKD) secara Transparansi dan Akuntabel dengan berpedoman pada 

Akuntansi Pemerintah (SAP). 

f. Meningkatkan Kualitas sumber daya perbendaharaan, Akuntansi, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sesuai dengan standar 

pelayanan minimal. 

Tujuan terhadap pemyataan visi, misi, RPJMD Kabupaten Nunukan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Visi atau Vision (Pandangan) DPKAD Kabupaten Nunukan 2011-

2016, yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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b. Misi atau Mission (Tugas) adalah sebagai Penjabaran dari Visi, yang 

sinergi dengan tupoksi DPKAD yaitu Mewujudkan Tata Pernerintahan 

Yang Baik (Good Goverment). 

c. Tujuan atau Goal adalah suatu yang ingin dicapai yaitu rnenciptakan 

Tata kelola keuangan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif. 

d. Sasaran adalah bagian dari tujuan yang ingin dicapai yang lebih 

terukur untuk rnencapai Misi adalah rnelekat pada apatur yakni 

Meningkatnya sistern Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

e. Strategi adalah sebuah konsep dan cara-cara yang digunakan untuk 

rnencapai sasaran DPKAD Kabupaten Nunukan. 

4. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Nunukan 

Tujuan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut: 

a. Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan 

Daerah. 

b. Pendapatan daerah yang sernakin rneningkat, sehingga rnarnpu 

rnernberikan kontribusi yang nyata terhadap pernbiayaan daerah. 

c. Penerirnaan daerah diluar pendapatan asli daerah yang sernakin 

meningkat sehingga rnampu rnenunjang pendapatan daerah. 

d. Mengernbangkan Perencanaan dan pelaksanaan anggaran rnelalui 

penerapan anggaran berbasis kinerja, standar analisa belanja serta 

standarisasi sarana dan prasarana kerja yang berdasarkan pada prinsip 
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keadilan dan kewajaran sehingga akan terwujud pengelolaan keuangan 

daerah yang akuntabel. 

e. Mengembangkan Pelaporan dan pertangungjawaban keuangan daerah 

yang sesuai dengan prinsip, norma dan asas Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

f. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Adapun sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Nunukan adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pengelolaan keuangan daerah. 

b. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah. 

c. Kenaikan penenmaan daerah yang berasal dari pemerintah 

Pusat/pemeritah propinsi yang berupa DAU/DAK dan bagi Hasil 

Pajak/Bukan Pajak Sesuai dengan beban dan potensi Daerah. 

d. Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah yang efesien dan efektif. 

e. Terwujudnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang 

transparan dan akuntabel. 

5. Strategi dan Kebijakan Dinas Pend~patan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Nunukan 

Dalam penyelenggaraan kegiatan diperlukan suatu pelaksanaan kerja 

untuk keseragaman berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Adapun Strategi yang 

akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPKAD) Kabupaten Nunukan dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan 
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Sasaran yang akan ditempuh dalamjangka waktu lima tahun (Tahun, 2011-2016) 

melalui beberapa strategi yaitu sebagai berikut: 

a. Mengembangkan dan menerapkan metode pengelolaan keuangan 

daerah yang berbasis kinerja dengan tehnologi yang memadai 

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai wajib 

pajak 

c. Mengembangkan mekanisme alokasi anggaran instansi berdasarkan 

prioritas pembangunan dan anggaran berbasis kinerja 

d. Meningkatkan sistem pengelolaan aset-aset pemerintah daerah 

e. Meningkatkan efektifitas pengendalian, pemanfaatan dan 

pembangunan daerah. 

Kebijakan adalah tindakan yang diambil berdasarkan tematik dalam 

strategi, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi yang 

ditempuh oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPKAD) Kabupaten Nunukan, maka kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut: 

a. Menyediakan sistem dan prosedur mengenai pengelolaan keuangan 

daerah. 

b. meningkatkan mekanisme pengelolaan belanja dalam rangka 

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 

c. Meningkatkan mekanisme pengelolaan aset daerah dalam rangka 

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 

d. Meningkatkan sistem adrninistrasi pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan. 
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e. Meningkatkan SOM dalam rangka pengembangan pengelolaan 

keuangan daerah. 

f. Meningkatkan pelayanan administrasi baik kepada unit internal 

maupun ekstemal. 

g. Menyediakan sarana dan prasarana aktifitas perkantoran 

Berbagai kebijakan yang diambil merupakan penjabaran dari strategi 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang 

selanjutnya akan dioperasionalkan dengan program dan kegiatan. Kebijakan­

kebijakan yang diambil, disesuaikan dengan sasaran yang dituju. 

6. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan 

Berdasarkan tugas pokok yang diuraikan diatas dan juga fungsi yang 

dimiliki Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten 

Nunukan memiliki Struktur Organisasi dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris terdiri dari: 

1 ). Sub. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan 

2). Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian 

3). Sub. Bagian Keuangan 

c. Bidang Anggaran terdiri dari: 

1 ). Seksi Penyusunan dan Pengendalian Anggaran 

2). Seksi Belanja Anggaran Langsung 

3). Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan 
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d. Bidang Perbendaharaan terdiri dari: 

1 ). Seksi Belanja dan Pembiayaan 

2). Seksi Belanja Pegawai 

3). Seksi Kas Daerah 

e. Bidang Perlengkapan dan Aset Daerah terdiri dari: 

1 ). Seksi Perlengkapan 

2). Seksi Aset Bergerak 

3). Seksi Aset Tidak Bergerak 

f. Bidang Akuntansi, kas Daerah dan Penyertaan Modal terdiri dari: 

1 ). Seksi akuntansi 

2). Seksi Penyertaan Modal 

51 

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan 

Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPKAD) Kabupaten Nunukan, ditunjang dengan rincian Struktur 

Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2015 yang dapat dilihat 

pada gambar 4.1 sebagai berikut: 
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Gambar4.1 
Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan 

KEPALA 
DIN AS 
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I 
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52 

FlJNGSIONAL SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN 

SUB BAG IAN SUB BAG IAN ·- ~ 

UMUMDAN 
..._ 

PROGRAM DAN 
KEUANGAN 

KEPEGA W AIAN 
PELAPORAN 

I l I 

BIDANG BIDANG BIDANG 
BIDANG PERBENDAHARAAN 

PERLENGKAPAN AKUNTANSI DAN 

ANGGARAN DAN ASET DAERAH PENYERTAAN 
MODAL 

I I I 

SE KS I SEKSI SE KS I SEKSI 
PENYUSUNAN DAN 

~ BELANJA DAN - PERLENGKAPAN 
-

AKUNTANSI 
PENGENDALIAN PEMBIAYAAN 

ANGGARAN 

SEKSI SE KS I SE KS I 
SEKSI -

~ BELANJA ASET - PENYERTAAN 
ANGGARAN PEGAWAI BERGERAK MODAL 

BELANJA 
LANGSUNG 

SE KS I SE KS I 
KASDAERAH -SE KS I ~ ASETTIDAK 

ANGGARAN BERGERAK 
BELANJA TIDAK 
LANGSUNG DAN 

PEMBIAYAAN 

Sumber: DPKAD Kabupaten Nunukan (2016) 

7. Kondisi Somber Daya Manusia Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Nunukan 

Sumber daya manusia mernegang peranan penting dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan secara keseluruhan mernpunyai pegawai sebanyak 89 Orang 
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termasuk Tenaga Harian Lepas (THL) yang difungsikan dalam rangka memenuhi 

pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. 

Tabel 4.1 
Somber Daya Manusia Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

K b N k B d ka S T" d" "k a upaten unu an er asar n tatus dan m2kat Pen 1d1 an 
No Status Tingkat Pendidikan Jumlah 

SD SMP SMA Diploma Sariana 
1 PNS 1 - 23 14 17 55 
2 THL - 1 20 1 12 34 

Jumlah 1 1 43 15 29 89 
Sumber: DPKAD Kabupaten Nunukan (2016) 

Tabel 4.2 
Somber Daya Manusia Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kb t N k B d k GI /R a upa en unu an er asar an o one:an uane: 
No Golone:an/Ruane: Jumlah 
1 Golongan IV/b 2 
2 Golongan IV /a -
3 Golongan 111/d 7 
4 Golongan 111/c 8 
5 Golongan 111/b 3 
6 Golongan III/a 8 
7 Golongan 11/d 7 
8 Golongan 11/c 6 
9 Golongan 11/b 11 
10 Golongan 11/1 2 
11 Golongan I/a 1 

Jumlah 55 
Sumber: DPKAD Kabupaten Nunukan (2016) 

Dengan memperhatikan data yang disajikan di atas dan melihat bobot 

pekerjaan yang demikian besar baik secara teknis maupun tanggungjawab, maka 

kebutuhan pegawai tersebut masih dirasakan kurang, hal ini mengakibatkan tidak 

semua pekerjaan yang tercantum dalam tugas pokok dan fungsi dapat dilakukan 

oleh pegawai. Dengan kondisi yang demikian pengawasan dan pengendalian 

terhadap pekerjaan baik dari segi Belanja Daerah, maupun Pengeluaran daerah, 

serta pelaksanaan pengelolaan Aset Daerah yang sangat rumit, menjadi hambatan 

menuju tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. 
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B. Hasil Penelitian 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menganut basis 

kas menuju akrual (cash toward accrual) yaitu menggunakan basis kas untuk 

pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk 

pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana. 

Namun, penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2005 tersebut masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan 

dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan 

pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja 

berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah dikeluarkan. 

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2005 perlu diganti. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

menganut basis akrual secara penuh, yang menggantikan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual menurut Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2005 tersebut akan dimulai pada tahun 2015. 

Ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum, dan hal ini 
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berarti juga bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera 

menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan 

pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkaan bahwa bentuk dan isi 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD disusun dan disajikan 

sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 

Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. 

Satandar Akuntansi Pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar 

Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian pada saat ini merupakan masa 

persiapan dan peralihan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perubahan 

penggunaan basis akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara. 

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan 

kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan 

keuangan. Basis akuntansi pada umumnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu basis kas 

dan basis akrual. Akuntansi berbasis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian 

lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas 

pemerintah. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di 

mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam 

laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan 

waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 

Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesua1 

dengan saat terjadinya ams sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi 
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yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Secara lebih 

mendalam, Study 14 IF AC Public Sector Committee (2002) menyatakan bahwa 

pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah 

terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. 

Dengan adanya pelaporan keuangan berbasis akrual, pengguna dapat 

mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana 

pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya 

sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenamya. Akuntansi 

pemerintah berbasis akrual J uga memungkinkan pemerintah untuk 

mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan 

mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan Standar Akuntnasi Pemerintah (SAP) Berbasis 

Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, 

aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran 

berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. 

Adapun tujuan penggunaan basis akrual yaitu: 

a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan 

pelaporan) 

b. Meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen asset 

c. Meningkatkan akuntanbilitas dalam program penyediaan barang dan 

jasa oleh pemerintah 
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d. Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan 

keputusan 

e. Mereformasi sistem anggaran belanja 

f. Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh 

pemerintah 

Manfaat yang diperoleh dari penerapan basis askrual adalah: 

a. Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah 

b. Informasi yang sebenamya kewajiban pemerintah 

c. Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam 

penyajian informasinya 

d. Standar yang dapat diterima umum 

e. Memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya 

melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah 

f. Sesuai Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara 

intemasional 

Alasan penggunaan basis akrual yaitu: 

a. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup 

misal transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi 

misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan 

basis akrual sangat disarankan 

b. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk 

menggambarkan biaya operasi yang sebenamya (full costs of 

operation) 
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c. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat 

diandalkan dalam informasi asset dan kewajiban. 

d. Akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan 

yang komprehensif, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada 

pengaruhnya di laporan berbasis kas 

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual 

merupakan pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. Namun mengingat kesiapan berbagai perangkat yang ada pada 

unit kerja diseluruh tingkatan pemerintahan, maka pelaksanaannya dilakukan 

secara bertahap yaitu dengan penerapan SAP berbasis Kas Menuju Akrual 

berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan selanjutnya akan dilaksanakan SAP 

berbasis Akrual secara penuh sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 mulai tahun 2015. 

Apabila diperbandingkan antara SAP Kas menuju Akrual (PP Nomor 24 

Tahun 2005) dengan SAP Akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010) terdapat beberapa 

perbedaan. Perbedaan yang paling memerlukan perhatian adalah pada 

jenis/komponen laporan keuangan, khususnya mengenai Laporan Operasional. 

Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi 

yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan 

kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau 

pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan juga merupakan entitas 

pemerintah yang harus melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

Berbasis Akrual. Sebagai entitas pemerintah, Pemeintah Daerah Kabupaten 

Nunukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
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sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Untuk itu 

sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemda Kabupaten Nunukan juga 

hams melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut kepada stakeholder 

berdasarkan aturan yang berlaku yakni dengan menggunakan SAP berbasis akrual 

sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 71tahun2010. 

Suatu bijakan tidak akan pemah memberikan makna apabila kebijakan 

tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. Karena implementasi merupakan 

proses nyata dari sebuah kebijakan. Demikian juga halnya dengan implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penggunaan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang merupakan peraturan yang ditetapkan 

oleh Pemerintah daerah bersifat mengikat dan memiliki kewajiban, larangan, dan 

hukuman dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. 

lmplementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan 

begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan. Model implementasi kebijakan yang akan digunakan oleh peneliti 

dalam menganilisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akmal pada 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah model 

implementasi kebijakan Edward III yang mengedepankan empat faktor 

implementasi yaitu: Komunikasi (communication), Sumberdaya (resources), 

Disposisi/Sikap (Dispositions) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). 
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1. lmplementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Komunikasi. 

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif 

akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang 

akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya 

bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat 

digunakan dalam mengkur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu: 

a. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 

suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam 

hal penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian 

(miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang 

harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan 

terdirtorsi di tengah jalan. 

b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street­

level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak 

ambigu/mendua. 

c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. 

Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat 

menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 
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Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan 

dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik 

pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi 

probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. Dalam kejelasan 

informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan 

informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara 

mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. 

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan implementasi 

kebijakan oleh kelompok sasaran kebijakan, sehingga kualitas komunikasi akan 

mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. 

Sehgingga dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi 

yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, 

media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada 

kelompok sasaran akan sangat berperan. 

Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten 

Nunukan, Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 

tidak hanya berperan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi juga 

berperan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Oleh 

karena itu agar setiap aktivitas yang dilakukan berjalan selaras sesuai dengan 

perannya maka diperlukan komunikasi yang baik segala kebijakan berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Begitu juga halnya dalam penyusunan laporan keuangan 

berbasis akrual diperlukan komunikasi yang baik antara pimpinan dan staf. 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Dinas 

Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yaitu Bapak H. 
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Djainuddin, SH., terkait dengan peran dan tanggungjawabnya dalam proses 

penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan menyatakan bahwa: 

"Peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses penyusunan 
pertanggungjawaban pelaporan keuangan adalah memberikan arahan dan 
masukan serta selalu memonitor proses penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD), untuk akrual ini saya percayakan kepada 
bidang akuntansi karena mereka lebih paham dari saya karena mereka 
pelaksana teknisnya". 

Sementara menurut Enos Ramba, SE.Ak. selaku Kepala Bidang Akuntansi 

dan Penyertaan Modal Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Nunukan, terkait dengan peran dan tanggungjawabnya dalam proses penyusunan 

pertanggungj awaban laporan keuangan menyatakan bahwa: 

"Kalau peran saya selaku Kepala Bidang Akuntasi dan Penyertaan Modal 
terlibat langsung dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan 
keuangan dimana fungsinya selaku SKPKD (Satuan Kerja Penatausahaan 
Keuangan Daerah). Karena Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
selain sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga sebagai 
SKPKD, jadi saya ikut mengawasi LKPD". 

Selanjutnya menurut Andareas Pabesak, SE. selaku Kepala Sub Bagian 

Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, 

terkait dengan peran dan tanggungjawabnya dalam proses penyusunan 

pertanggungjawaban laporan keuangan menyatakan bahwa: 

"Peran saya bersama staf menghimpun dan mencatat semua transaksi, 
memperifikasi laporan secara gelobal, membuat SPM (Surat Perintah 
Membayar) yang ada di DPKAD kemudian mengolahnya ke dalam bentuk 
laporan keuangan semester mulai dari LRA (Laporan Realisai Anggara), 
Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), 
CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan), selanjutnyan akan kami 
sampaikan pada bidang akuntansi selaku SKPKD, karena bidang akuntansi 
yang menghimpun semua laporan dari seluruh SKPD". 
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Menurut Hamid Geroda, A.Md. selaku Kepala Seksi Akuntansi, terkait 

dengan peran dan tanggungjawabnya dalam proses penyusunan 

pertanggungjawaban laporan keuangan menyatakan bahwa: 

"Peran pimpinan dalam hal ini saya sebagai Kasi Akuntansi berusaha 
mengkomunikasikan dan bertanggungjawab terkait penyusunan LKPD 
(Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang akan disajikan, memberikan 
informasi pada seluruh PPK SKPD agar menertibkan laporan bulanan. 
Dalam membuat laporan keuangan biasanya ada aja yang kurang, 
sebenamya sih kalau komunikasi biasa lancar aja tapi ini masalah laporan 
keuangan orang yang mengerjakan laporan itu yang kadang kurang 
mengerti jadi kami maklum aja, tapi tetap kami arahkan agar laporan 
mereka bisa benar dan tepat waktu, apalagi pekerjaan kami bekerja 
dibantu dengan sistem. Antara sistem dan manual kami rekonsiliasikan 
<lulu setelah cocok dengan data yang ada dari SKPD baru kami sajikan 
berupa laporan keuangan daerah. Akrual ini kan hal yang baru jadi 
memang agak bingung dan sedikit kerja keras apa lagi dasar mereka kan 
bukan dari akuntansi, intinya ini masalah SDM masih perlu dibina lagi 
agar kedepan bisa lebih paham". 

Sedangkan menurut Sumaryanto selaku Bendahara Pengeluaran Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, terkait dengan 

peran dan tanggungjawabnya dalam proses penyusunan pertanggungjawaban 

laporan keuangan menyatakan bahwa: 

"Bendahara pengeluaran bertanggungjawab membuat laporan SPJ bulanan 
yang mencatat semua transaksi pengeluaran dari masing-masing kegiatan 
termasuk GU (Ganti Uang), BKU (Buku Kas Umum), pembuatan SPP 
(Surat Persediaan Pembayaran) yang ada di SKPD kemudian disahkan 
oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran 
melalui Kasubag Keuangan PPK SKPD". 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai peran dan tanggungjawab 

pimpinan dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan dapat 

disimpulkan bahwa setiap struktur yang berkaitan dengan penyusunan laporan 

keuangan mempunyai peran dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi mereka dalam SKPD yang semuanya saling berkaitan 

antara satu struktur dengan struktur yang lain dalam organisasi. 
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Terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi 

antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SA) 

Berbasis Akrual, Kepala Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan yaitu Bapak H. Djainuddin, SH., menyatakan bahwa: 

"Ada sedikit kendala yang dihadapi dalam hal komunikasi disebabkan 
karena kurangnya pengetahuan tentang akrual, karena ini kebijakan yang 
baru diterapkan pasti lah ada kendala terutama dari SDMnya meskipun 
sudah difasilitasi dengan sistem". 

Berbeda halnya dengan Kepala Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal 

Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Bapak Enos 

Ramba, SE.Ak. menyatakan bahwa: 

"Tidak ada kendala dalam hal komunikasi antara kepala bidang dengan 
kepala seksi dan staf di bidang akuntansi dalam pelaksanaan SAP berbasis 
akrual, kecuali sistem yang bermasalah. Komunikasi antara kepala bidang 
dengan kepala dinas dalam pelaksanaan juga tidak ada kendala atau 
hambatan karena dalam hal ini kepala dinas sangat mendukung pelaksaan 
akrual, karena akrual ini kan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Karena sibuk ada agenda 
yang tertunda, mungkin secara teknis beliau kurang memahami bagaimana 
proses pencatatan akuntansi secara akrual baik dengan sistem maupun 
dengan manual tetapi secara um um beliau mengerti tentang akrual". 

Selanjutnya menurut Andareas Pabesak, SE. selaku Kepala Sub Bagian 

Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, 

terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara 

pimpinan dan staf dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

Berbasis Akrual, menyatakan bahwa: 

"Hambatan yang ditemui dalam hal komunikasi adalah kurangnya 
pengetahuan pegawai tentang SAP berbasis akrual karena ini merupakan 
hal baru, tapi hambatan itu bisa di minimalisir karena dekat dari induknya 
kalau ada hal yang kurang dipahami tentang akrual langsung ditanyakan 
pada bidang akuntansi selaku sentral pelaporan keuangan, apalagi staf 
yang ada di PPK memang dari D3 akuntansi sedikit banyak sudah tau 
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tentang akuntansi, yang agak bingung mungkin dari SK.PD lain. Menurut 
saya sebaiknya pengelola laporan keuangan harus punya dasar 
pengetahuan akuntansi yang cukup agar komunikasi bisa lancar antara 
atasan dan staf. Sebaiknya harus banyak mengikuti pelatihan tentang SAP 
berbasis akrual biar paham, dan biar komunikasi jadi lancar". 

Menurut Hamid Geroda, A.Md. selaku Kepala Seksi Akuntansi, terkait 

dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara 

pimpinan dan staf dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

Berbasis Akrual, menyatakan bahwa: 

"Kalau komunikasi dengan staf di Bidang Akuntansi tidak ada masalah 
karena sudah pada ngerti. Rata-rata mereka sudah ikut pelatihan SAP 
berbasis akrual terutama yang pemah ikut pelatihan di Semarang, cuma ya 
tidak semua sama ilmunya ada yang banyak, sedang ada yang dikit-dikit, 
tapi secara umum. tentang akrual semua ngerti, apalagi kami dibindang 
akuntansi sebagai kiblatnya pelaporan ya mau nda mau kami harus lebih 
dulu ngertinya dari pada teman-teman di SK.PD, tapi kembali lagi ini 
masalah SDMnya jadi sabar-sabarlah". 

Sedangkan menurut Sumaryanto selaku Bendahara Pengeluaran Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, terkait dengan 

hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan 

staf dalam proses pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis 

Akrual, menyatakan bahwa: 

"Kalau dari pihak bendahara tidak ada kendala karena kami bekerja 
dengan sistem semua sudah tersedia di sistem, yang paling berhubungan 
dengan akuntansi akrual bagian PPK karena mereka yang menyajikan 
laporan keuangan mulai LRA (Laporan Realisai Anggara), Neraca, LO 
(Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), CALK 
(Catatan Atas Laporan Keuangan). Yang menjadi kendala bagi kami jika 
sistem mengalami gangguan dan jika tagihan yang diusulkan tidak tersedia 
SPDnya. Kalau tidak dibantu dengan sistem ya bingung juga, mau diapain 
laporannya karena karni kurang mengerti akuntansi, karena bekerja 
dibantu dengan sistem kamijadi terbantu". 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai hambatan atau kendala yang 

ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan 
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Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dapat disimpulkan bahwa 

setiap struktur yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis 

akrual mempunyai sedikit kendala dalam hal komunikasi yang disebabkan karena 

pengetahuan mengenai SAP berbasis akrual diantara setiap pegawai berbeda-beda 

sehingga diperlukan adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan Sumber 

Daya Manusia meskipun sudah difasilitasi dengan sistem. 

Para pegawai di Bagian Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Nunukan dituntut untuk memahami apa yang dimaksud 

dengan Standar Akuntnasi Pemerintah Berbasis Akmal. Rata-rata dari mereka 

memang telah memahami apa yang dimaksud dengan Standar Akuntnasi 

Pemerintah Berbasis Akmal sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas 

Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yaitu Bapak H. 

Djainuddin, SH., yang menyatakan bahwa: 

"Rata-rata mereka sudah paham mengenai SAP Berbasis Akmal karena 
memang bidangnya mereka disitu". 

Sama halnya dengan Kepala Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal 

Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Bapak Enos 

Ramba, SE.Ak. juga menyatakan bahwa: 

"Sudah paham tapi belum sepenuhnya karena rata-rata pegawai di Bidang 
Akuntansi mulai dari kepala seksi sampai staf sudah mengikuti pelatihan 
beberapa hari (sekitar tiga minggu) di Semarang dan pelatihan-pelatihan 
yang lain tentang akuntansi akrual, karena Semarang menjadi pusat 
pelatihan akuntansi berbasis akrual bagi seluruh kabupaten/kota di 
Indonesia. Jika saya gambarkan dengan angka ada yang pemahamannya 
sudah 70%, ada yang 60%, ada yang 50%. Pemahaman mereka bervariasi 
karena mereka mempunyai tugas masing-masing, namun secara umum 
semua sudah faham tentang akuntansi berbasis akrual". 
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Selanjutnya Bapak Andareas Pabesak, SE. selaku Kepala Sub Bagian 

Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, 

terkait dengan pemahaman para pegawai di Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan mengenai Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual menyatakan bahwa: 

"Belum sepenuhnya memahami, paling yang paham tentang akrual bagian 
tertentu yang ada hubungannya dengan laporan keuangan, itupun tingkat 
pemahamannya tidak semua sama, karena masing-masing punya tugas 
sendiri-sendiri jadi yang diurusi tugasnya aja". 

Selanjutnya Bapak Hamid Geroda, A.Md. selaku Kepala Kepala Seksi 

Akuntansi, terkait dengan pemahaman para pegawai di Bidang Akuntansi Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan mengenai Standar 

Akuntasi Pemerintah Berbasis Akrual menyatakan bahwa: 

"Kalau di Bidang Akuntansi insya Allah sudah paham semua tentang 
akrual, seperti yang saya sampaikan tadi berbeda tingkat pemahamannya, 
karena mereka kan punya tugas masing-masing". 

Senada dengan Kepala Kepala Seksi Akuntansi, Bendahara Pengeluaran 

Bapak Sumaryanto terkait dengan pemahaman para pegawai di Bidang Akuntansi 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan mengenai 

Standar Akuntasi Pemerintah Berbasis Akrual menyatakan bahwa: 

"Kalau Bidang Akuntansi rata-rata dari mereka sudah memahami dengan 
baik apa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrual, karena memang 
tugasnya mengurusi laporan keuangan daerah". 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman para pegawai di 

Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Nunukan tentang Standar Akuntasi Pemerintah Berbasis Akrual dapat 

disimpulkan bahwa para pegawai di Bagian Akuntansi Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dituntut untuk memahami apa 
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yang dimaksud dengan Standar Akuntnasi Pemerintah Berbasis Akmal. Rata-rata 

dari mereka telah memahami apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akmal mulai dari kepala seksi sampai staf sudah mengikuti 

pelatihan di Semarang dan pelatihan-pelatihan yang lain tentang akuntansi akrual, 

akan tetapi tingkat pemahaman mereka bervariasi karena mereka mempunyai 

tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

Praktek pelaporan keuangan yang ada di Oinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Nunukan sekarang ini telah menggunakan Standar 

Akuntansi Pernerintah Berbasis Akmal sejak tahun 2015. Adapun bahan yang 

digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan selaku SKPKD yaitu 

mengandalkan laporan keuangan entitas akuntansi dan dokumen-dokumen 

pendukung lainnya dari masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan. 

Terdapat perbedaan antara laporan keuangan yang dibuat di SKPD dengan 

lporan keuangan yang dibuat di SKPKD. Jika rnelihat Fungsi DPKAD selaku 

SKPD berarti membuat lima (5) jenis laporan keuangan diantaranya: LRA 

(Laporan Realisai Anggara), Neraca, LO (Laporan operasional), LPE (Laporan 

Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Fungsi DPKAD 

selaku SKPKD membuat tujuh (7) jenis pelaporan keuangan diantaranya: LRA 

(Laporan Realisai Anggara), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan 

Perubahan Ekuitas ), LAK (Laporan Arus Kas ), LPSAL (Laporan Perubahan 

Saldo Anggaran Lebih), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). 

Sampai saat ini tidak ada suatu peraturan khusus mengenai pelaksanaan 

atau petunjuk pelaksanaan mengenai Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
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di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. DPKAD 

selaku SKPD tidak mempunyai peraturan khusus mengenai pelaksanaan atau 

petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Akan 

tetapi DPKAD selaku SKPKD mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 30 

tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 

tentang Penyusutan Aset Tetap, Peraturan Bupati inilah yang dijadikan acuan oleh 

semua Dinas dalam penyusunan laporan keuangan. 

2. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akmal pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Somber Daya. 

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap 

sumberdaya (resources). Sumberdaya (resources) diposisikan sebagai input dalam 

organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat 

ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumberdaya (resources) bertalian 

dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang 

merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam 

output. Sedangkan secara teknologis, sumberdaya (resources) bertalian dengan 

kemampuan transformasi dari organisasi. 

Menurut Edward III dalam Agustino (2006: 158-159), sumberdaya 

(resources) merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. 

Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhrnana sumberdaya 

mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah terdiri dari: 
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a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf 
atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi 
dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh 
staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak 
kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor 
saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, 
tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan 
kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam 
mengimplementasikan kebijakan. 

b. Informasi. lnformasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi 
yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, 
informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap 
peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. 

c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar 
perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan 
otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan 
kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, 
maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, 
sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi 
dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka 
sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu 
pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi 
kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala 
wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya 
sendiri atau kelompoknya. 

d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi 
kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, 
kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana 
dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan 
berhasil. 

Penerapan SAP Berbasis Akrual mengharuskan pemerintah menyiapkan 

Sumber Daya Manusia yang kompeten. Untuk itu, pemerintah harus memiliki 

perencanaan SDM guna memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM, 

khususnya SDM pengelola keuangan, aset, dan teknologi informasi (Tl). Selain 

itu, pemerintah juga harus mempunyai database SDM, melakukan analisis jabatan, 

analisis beban kerja, dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan, sebagai dasar 

perencanaan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM tersebut. 

Pemerintah juga perlu melakukan optimalisasi SDM melalui pelatihan/sosialisasi 
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penerapan SAP berbasis akrual untuk meningkatkan kompetensi SDM yang ada, 

serta meminimalisasi risiko ketidakandalan penyaj ian laporan keuangan. 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan telah 

berupaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui 

program integrasi training dengan materi akuntansi akrual dan aplikasi 

pendukungnya secara intensif dengan dukungan Kementerian Keuangan, 

kementerian/lembaga, program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah, 

serta kerja sama bilateral dan intemasional. Akan tetapi, berbagai program 

tersebut masih belum dapat memberikan pemahaman secara maksimal untuk 

menerapkan SAP berbasis akrual. Pemda juga telah menganggarkan pelatihan dan 

pengembangan SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual. 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Dinas 

Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yaitu Bapak H. 

Djainuddin, SH., terkait dengan jumlah pegawai yang ada di Dinas Pengelolaaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Standar 

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akmal, menyatakan bahwa: 

"Pegawai yang ada saat ini menurut saya belum memadai, kita masih 
membutuhkan tambahan pegawai karena tugas kita semakin berat jadi 
pegawai juga harus tambah". 

Sama halnya dengan Kepala Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal 

Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Bapak Enos 

Ramba, SE.Ak. juga menyatakan bahwa: 

"Sebenarnya belum memadai, tapi untuk saat ini dalam hal pelaporan 
keuangan masih bisa teratasi dengan jumlah staf yang ada, namun kedepan 
kita pasti membutuhkan tambahan staf mengingat staf yang ada saat ini 
sudah banyak yang golongan 3, kita pasti membutuhkan tambahan 
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pegawai khusus di bidang akuntansi. Kalau sudah golongan 3 
kemungkinan besar mereka akan keluar dari bidang akuntansi jika ada 
promosi jabatan. Jika ada penambahan pegawai kalau bisa yang berasal 
dari SMK Akuntasi atau D3 Akuntansi penempatannya baik di SKPD 
maupun di SKPKD, setidaknya mereka sudah mengerti masalah debit dan 
kredit, jurnal, neraca dan lain-lain, yang jelas mereka sudah punya dasar, 
masalah PPKnya (Pejabat Penatausahaan Keuangan) eselon IV tidak harus 
dari S 1 Akuntansi, tapi kalau bisa stafnya harus ada yang dari SMK 
Akuntansi atau D3 Akuntansi karena staf harus tau tentang teknis, ini 
semua untuk menunjang kelancaran laporan keuangan. Dalam penerapan 
akuntansi berbasis akrual ini SDM merupakan kendala utama". 

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Andareas Pabesak, SE. selaku 

Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan, terkait dengan jumlah pegawai di Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Standar 

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual menyatakan bahwa: 

"Jumlahnya belum memadai, masih butuh tambahan, akrual ini kan hal 
yang baru jadi kita butuh pegawai yang betul-betul paham". 

Selanjutnya menurut Bapak Hamid Geroda, A.Md. selaku Kepala Kepala 

Seksi Akuntansi, terkait dengan jumlah pegawai yang ada saat ini di Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan 

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, ia menyatakan bahwa: 

"Belum memadai lah, kita masih membutuhkan tambahan pegawai. Kita 
dulu sudah pemah mengusulkan tapi sampai sekarang belum ada 
penambahan, kalau ada penambahan kami berharap ya minimal SMK 
Akuntansi atau D3 Akuntansi biar enak kalau sudah punya dasar akuntansi 
tidak setengah mati ngajarinnya sedikit banyak mereka sudah mengerti 
tentang dasar-dasar akuntansi, ini juga yang menjadi kendala di SKPD 
selama ini. Di SKPD ini kan laporannya selalu ada masalah, salah satu 
penyebabnya ya ini SDMnya kurang, kita tidak menyalahkan manusianya 
tapi memang pengetahuannya yang terbatas tentang akuntansi karena 
akrual ini kan memang baru diterapkan. Ya kalau bisa di Bidang 
Akuntansi ini terdiri dari orang-orang akuntansi seperti SMK Akuntansi 
dan D3 Akuntansi, kalau untuk SKPD dibagian keuagan sebaiknya harus 
ada orang akuntansi biar enak membuat laporannya". 
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Senada dengan Kepala Kepala Seksi Akuntansi, Bendahara Pengeluaran 

Bapak Sumaryanto terkait dengan jumlah pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Standar Akuntasi 

Pemerintah Berbasis Akrual, menyatakan bahwa: 

"Saya kira saat ini jumlah pegawai yang ada memang belum memadai, 
kita masih membutuhkan tambahan pegawai dan kalau bisa terutama dari 
SMK Akuntansi maupun dari D3 Akuntansi". 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai jumlah pegawa1 Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan 

Standar Akuntasi Pemerintah Berbasis Akrual dapat disimpulkan bahwa saat ini 

jumlah pegawai masih belum memadai, akan tapi untuk saat ini dalam hal 

pelaporan keuangan masih bisa teratasi dengan jumlah staf yang ada. Namun 

kedepan DPKAD Kabupaten Nunukan membutuhkan tambahan staf di bidang 

akuntansi bisa berasal dari SMK Akuntasi atau 03 Akuntansi. 

Terkait dengan kualitas pegawai di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa: 

"Kualitas pegawai yang ada sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan 
lagi agar kedepan DPKAD Kabupaten Nunukan mempunyai staf yang 
betul-betul mengerti tentang akuntansi bukan hanya sekedar bekerja 
dengan sistem tapi betul-betul mengerti alur akuntansinya". 

Sama halnya dengan Kepala Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal 

Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Bapak Enos 

Ramba, SE.Ak. juga menyatakan bahwa: 
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"Sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar kedepan DPKAD 
mempunyai staf atau pegawai berkualitas, seperti yang telah saya jelaskan 
diatas secara kuantitas atau jumlah pegawai untuk saat ini masih 
mencukupi, namun secara kualitas masih kurang dan perlu di tingkatkan 
lagi. Pastinya melalui pelatihan-pelatihan, baik sebagai pelaksana maupun 
sebagai peserta intinya kita mengikuti pelatihan dngan tujuan agar bisa 
mengerti proses penyusunan pelaporan keuangan daerah dengan standar 
akuntansi berbasis akrual". 

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Andareas Pabesak, SE. selaku 

Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan, menyatakan bahwa: 

"Kalau kualitas sudah baik akan tapi masih perlu ditingkatkan lagi, ya 
harus banyak-banyak mengikuti pelatihan lah biar pengetahuan dan 
ilmunya juga bertambah". 

Selanjutnya menurut Bapak Hamid Geroda, A.Md. selaku Kepala Kepala 

Seksi Akuntansi, ia menyatakan bahwa: 

"Kualitas pegawai sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi 
melalui pelatihan-pelatihan agar kedepan DPKAD mempunyai staf atau 
pegawai yang paham mengenai SAP berbasis akrual ini". 

Senada dengan Kepala Kepala Seksi Akuntansi, Bendahara Pengeluaran 

Bapak Sumaryanto juga menyatakan bahwa: 

"Kualitas pegawai yang ada sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan 
lagi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan agar semua memahami 
bagaimana SAP berbasis akrual itu". 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kualitas pegawai Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dapat disimpulkan 

bahwa saat ini kualitas pegawai yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Nunukan sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan 

lagi melalui pelatihan-pelatihan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai peserta 

agar kedepan DPKAD mempunyai staf atau pegawai berkualitas. 
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Sarana dan prasarana merupakan fatro yang sangat penting dalam 

menunjang aktivitas kerja. Terkait dengan sarana yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan, Kepala Oinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Oaerah Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa: 

"Kalau sarana sudah memadai tinggal pegawai yang melaksanakannya 
masih ada yang belum mengeri betul cara mengoperasikannya, ini lah 
yang perlu ditingkatkan. Caranya dengan pelatihan, kita kan sudah pemah 
melaksanakan pelatihan sendiri tentang akrual dengan mengundang nara 
sumber dari luar, dan menggundang seluruh pengelola keuangan SKPD se 
Kabupaten Nunukan. Memang belum cukup, sebaiknya perlu pelatihan 
yang kontinue tetapi semua itu kan tergantung anggaran dan kebutuhan, 
kalau memang itu harus kita laksanakan kenapa tidak apalagi untuk 
kebutuhan daerah asal dananya ada". 

Sama halnya dengan Kepala Oinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset 

Oaerah Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal 

Oinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset Oaerah Kabupaten Nunukan Bapak Enos 

Ramba, SE.Ak. juga menyatakan bahwa: 

"Sarana yang digunakan menurut saya sudah memadai yaitu SIMOA 
(Sistem Keuangan Oaerah), namun masih perlu penyempumaan karena 
menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sistem inilah yang sangat 
membatu kalau tidak dengan bantuan sistem semua pasti bingung. Oulu 
kita masih menggunakan pendamping, untuk saat ini sudah tidak 
menggunakan pendamping, penyusunan LKPO (Laporan Keuangan 
Pemerintah Oaerah) tahun 2015 ditingkat PPKD sudah tidak ada lagi 
pendampinganjadi sudah disusun sendiri oleh bidang akuntansi". 

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Andareas Pabesak, SE. selaku 

Kepala Sub Bagian Keuangan Oinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Oaerah 

Kabupaten Nunukan, menyatakan bahwa: 

"Kalau sarana sudah memadai, yang biasa mengalami gangguan 
aplikasinya sama SOM yang mengelola aplikasi". 

Selanjutnya menurut Bapak Hamid Geroda, A.Md. selaku Kepala Kepala 

Seksi Akuntansi, ia menyatakan bahwa: 
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"Sarana sudah memadahi tetapi masih perlu penyempurnaan terkait 
dengan informasi teknologi keuangan daerah". 
Senada dengan Kepala Kepala Seksi Akuntansi, Bendahara Pengeluaran 

Bapak Sumaryanto juga menyatakan bahwa: 

"Sarananya sudah bagus, tinggal manusianya aja yang masih perlu dilatih 
dan di tam bah pemahamannya tentang akuntansi akrual. Yang jadi kendala 
kalau sistemnya bermasalah". 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sarana yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Nunukan dapat disimpulkan bahwa saat ini sarana yang ada 

sudah memadai. Namun memang SDM yang menggunakan sarana tersebut perlu 

ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan. 

Terkait dengan pemberian wewenang di setiap Unit Kerja Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan semua informan 

mengatakan bahwa semua pemberian wewenang sudah sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi masing-masing dari setiap pelaksana penyusunan laporan keuangan. 

Terkait dengan perlunya kompensasi untuk pegawai agar mereka 

bersemangat dalam membuat laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan semua informan mengatakan bahwa 

pegawai pembuat laporan keuangan perlu diberikan kompensasi agar mereka 

termotivasi dan lebih semangat dalam bekerja akan tetapi harus disesuaikan 

kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nunukan. 
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3. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Sikap Pelaksana. 

Edward III dalam Winarno (20010:142-143), mengemukakan bahwa 

"'kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang 

mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif'. Jika 

para pelaksana kebijakan mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau 

adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan 

yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. 

Demikian pula sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak 

terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi 

kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. 

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal 

ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil 

formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang 

mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat 

mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu 

menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. 

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus 

(2006: 159-160), mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: 

a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan 
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 
kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang 
diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, 
pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah 
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orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah 
ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. 

b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi 
masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. 
Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, 
maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan 
mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara 
menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi 
faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah 
dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan 
pribadi atau organisasi. 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan diharapkan dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang baik. Karena Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual ini bertujuan untuk lebih tertib administrasi keuangan, lebih 

transparan dan akuntabel realisasi anggaran dituntut cepat. Namun karena ini hal 

baru jadi masih banyak yang belum memahami komponen-komponen laporan 

keuangan. Sistem kas beralih ke sistem akrual karena pastilah menghasilkan 

laporan keuangan yang lebih baik, karena dengan akrual pencatatan dan 

pengakuan pelaporan keuangan lebih up to date. 

Pengendalian Intern meliputi rencana orgarusas1 dan metode serta 

kebijaksanaan yang terkoordinir dalam suatu SKPD atau organisasi gunanya 

untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketepatan dan sampai berapa jauh 

data akuntansi dapat dipercaya, dan dapat mendorong ditaatinya kebijakan 

pimpinan. Sebenarnya semua ada SPI bukan hanya di DPKAD tapi di SKPD lain 

juga ini sama saja dengan RENSTRA, LAKIP dan RKA, jika semua yang ada 

sudah berjalan dengan baik berarti SPinya juga sudah berjalan dengan baik, jika 

ada yang menyimpang dari itu berarti SPI tidak berjalan dengan baik. 
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Sebenarnya ini normatif untuk menilai program-program kerja yang ada 

sudah berjalan apa tidak, tupoksi ini sudah ada dalam RENSTRA/LAKIP. Antara 

output dan outcome harus sesuai dengan yang dilaksanakan, uraian mengenai 

tupoksi ada dalam Renstra. Makanya pemeriksaan ini ada dua SPI dan kepatuhan 

terhadap peraturan Perundang-Undangan, SPI terkait dengan pimpinan 

kebawahan terkait juga dengan tupoksi benar apa tidak sudah menjalankan 

tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

4. lmplementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Struktur Birokrasi. 

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam 

struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi 

pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi 

diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. 

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya 

kerjasama diantara banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap 

implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan 

dan menghambat jalanya pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasakan penjelasan di 

atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental 

untuk mengkaji implementasi suatu kebijakan publik. 

Menurut Edwards III dalam Winamo (2005: 150), terdapat dua 

karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) 
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dan fragmentasi". Standard Operational Procedure (SOP) merupakan 

perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta 

kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran 

dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan­

keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan 

Standar Oparasional Prosedur, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang 

tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat 

dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan 

fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. 

Berdasakan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno 

(2005:152) menjelaskan bahwa: "SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala 

bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau 

tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, 

semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim 

dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat 

implementasi". "Namun demikian, di samping menghambat implementasi 

kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur­

prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang 

bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru 

daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini". 

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan 

kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan 

bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan 

kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada 
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umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan unruk melaksanakan 

kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. 

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak 

lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan 

bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. 

Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi 

berhubungannya dengan implementasi kebijakan publik: "Pertama, tidak ada 

otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-

fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, 

pula masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, 

maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda 

birokrasi yang menumpuk". "Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang 

mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai 

fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha 

mempertahankan esensinya dan besar kemumgkinan akan menentang kebijakan-

kebijakan baru yang membutuhkan perubahan". 

Terkait dengan mekanisme sistem akuntansi keuangan di Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa: 

"Mekanismenya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2014 dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014, semua sudah sesuai 
dengan aturan yang ada". 

Sama halnya dengan Kepala Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal 
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Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Bapak Enos 

Ramba, SE.Ak. menyatakan bahwa: 

"Mekanisme sistem akuntansi keuangan di DPKAD Kabupaten Nunukan 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 
tentang sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan, baik selaku 
SKPD maupun selaku SKPKD semua sudah diatur didalamnya, baik dari 
tahap awal sampai tahap akhir laporan keuangan. Di tingkat SKPD dari 
transaki yang ada kemudian di jurnal dari jumal diposting ke buku besar, 
dari buku besar apakah transaki ini mengarah ke LRA apakah ke N eraca. 
Karena kita ini bekerja dengan sistem jadi agak mudah karena semua 
sudah terformat didalam sistem. Maka dari itu biasanya teman-teman yang 
bekeja sebagai operator sistem semua bisa, tetapi alumya secara 
pencatatan akuntansi belum tentu bisa". 

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Andareas Pabesak, SE. selaku 

Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan, menyatakan bahwa: 

"Merujuk pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Akuntansi, dasamya dari Sistem Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 
2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013". 

Selanjutnya menurut Bapak Hamid Geroda, A.Md. selaku Kepala Kepala 

Seksi Akuntansi, ia menyatakan bahwa: 

"Mekanisme sistem akuntansi yang ada di DPKAD merujuk pada 
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Nunukan". 

Senada dengan Kepala Kepala Seksi Akuntansi, Bendahara Pengeluaran 

Bapak Sumaryanto juga menyatakan bahwa: 

"Mekanisme sistem akuntnasi yang ada di DPKAD Kabupaten Nunukan 
sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntansi Kabupaten Nunukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual". 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai mekanisme sistem akuntansi 

keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, 
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dapat disimpulkan bahwa mekanisme sistem akuntnasi yang ada di DPKAD 

Kabupaten Nunukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntansi Kabupaten Nunukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 

Terkait dengan pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan berkaitan dengan 

SAP Berbasis Akrual, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa: 

"Sudah jelas pembagiannya, antara Bendahara dan PPK masing-masing 
membuat laporan yang berbeda-beda sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya masing-masing". 

Sama halnya dengan Kepala Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal 

Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Bapak Enos 

Ramba, SE.Ak. menyatakan bahwa: 

"Penyusunan pelaporan keuangan di DPKAD selaku SKPD dibuat atau 
disusun oleh PPK SKPD, untuk penyusunan pelaporan keuangan 
Pemerintah Daerah dibuat oleh PPKD selaku SKPKD. Sebenarnya 
pembagian kerja dalam laporan keuangan tidak ada yang berubah dari 
basis kas ke basis akrual, cuma ada aitem yang bertarnbah seperti yang 
sudah dijelaskan diatas (SKPD mengerjakan 5 jenis pelaporan keuangan, 
ssedangkan SKPKD mengerjakan 7 jenis pelaporan keuangan) dengan 
akrual ini juga pencatatan atau transaksi keuangan lebih tertib. Di 
penambahan aitem itu lah repotnya kita masih perlu belajar karena masih 
banyak yang bingung apalagi dari SKPD". 

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Andareas Pabesak, SE. selaku 

Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan dan Bapak Sumaryanto selaku Bendahara Pengeluaran, 

menyatakan bahwa pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan berkaitan dengan 
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SAP Berbasis Akrual sudah terorganisir sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing bagian sehingga tidak ada masalah. 

Selanjutnya menurut Bapak Hamid Geroda, A.Md. selaku Kepala Kepala 

Seksi Akuntansi, ia menyatakan bahwa: 

"Pembagian kerja penyusunan laporan keuangan tetap seperti biasa semua 
bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, cuma sedikit 
penambahan seperti yang saya sebutkan tadi SKPD mengerjakan 5 
laporan, dan SKPKD mengerjakan 7 laporan". 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja 

penyusunan laporan keuangan di DPKAD Kabupaten Nunukan berkaitan dengan 

SAP Berbasis Akrual, telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing. Penyusunan pelaporan keuangan di DPKAD selaku SKPD disusun oleh 

PPK SKPD, untuk penyusunan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dibuat 

oleh PPKD selaku SKPKD. SKPD mengerjakan 5 jenis pelaporan keuangan, 

sedangkan SKPKD mengerjakan 7 jenis pelaporan keuangan. Dengan akrual ini 

juga pencatatan atau transaksi keuangan lebih tertib. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan semua menyatakan bahwa 

dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akmal 

petunjuk pelaksanaan/prosedur opera'ii kerja sudah dapat dimengerti dengan baik 

oleh para pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Nunukan. Tidak ada petunjuk pelaksanaan khusus secara tertulis, akan tetapi 

semua berjalan secara simultan atau perintah lansung secara lisan yang penting 

pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah N om or 71 tahun 2010 dan 

Peraturan Bupati Nunukan Nomor Nomor 31 Tahun 2014. 

Tidak ada peraturan khusus yang dibuat oleh Dinas Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Nunkan selaku SKPD tetapi DPKAD selaku SKPKD 
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ada tiga peraturan yang dijadikan pedoman yaitu Peraturan Bupati Nomor 31 

tahun 2014 tentang Sistem dan Prosesdur Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Nunukan, Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, 

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap. 

Dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Nunkan selaku SKPD melibatkan semua bidang yang ada 

di dalam dinas yaitu Bidang Aset, Bidang Perbendaharaan, Bidang Anggaran dan 

Bidang Akuntansi. Sedangkan DPKAD selaku SKPKD melibatkan semua unit 

organisasi atau SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan. 

Sementara pengawasan p~nyampaian laporan keuangan dilakukan setiap 

bulan dan apabila terjadi penundaan penyampaian laporan keuangan oleh SKPD 

yang ada di Kabupaten Nunukan, maka Bidang Akuntansi DPKAD Kabupaten 

Nunukan sebagai koordinator pelaporan keuangan daerah segera mengambil 

tindakan dengan cara berkomunikasi pada SKPD mengenai penyebab 

terlambatnya penyampaian laporan keuangan dari SKPD tersebut. 

C. Pembahasan 

Fungsi akuntansi pada dasamya adalah untuk memberikan informasi 

kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan 

yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Akuntansi berbasis akrual adalah 

suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, 

dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi 

tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau 

dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai 
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dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi 

yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. 

Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh IF AC Public Sector Committee 

(2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam 

mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan 

pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat 

mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana 

pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya 

sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenamya. Akuntansi 

pemerintah berbasis akrual Juga memungkinkan pemerintah untuk 

mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan 

mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. 

Penerapan SAP berbasis akrual memerlukan upaya keras pemerintah 

karenajumlahjenis laporan yang bertambah banyak. Dengan adanya standar baru 

ini, laporan keuangan yang harus disiapkan pemerintah bertambah menjadi tujuh 

jenis dari basis sebelumnya yang hanya empat jenis. Ketujuh jenis laporan itu 

meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), 

Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan 

Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan. 

Akuntansi berbasis akrual merupakan international best practice dalam 

pengelolaan keuangan modem yang sesuai dengan prinsip New Public 

Management (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan. Basis akrual mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu: 
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a. Pengakuan pendapatan: Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual 

adalah pada saat pernerintah rnernpunyai hak untuk rnelakukan 

penagihan dari hasil kegiatan pernerintah. Dalarn konsep basis akrual, 

rnengenai kapan kas benar-benar diterirna rnenjadi hal yang kurang 

penting. Oleh karena itu, dalarn basis akrual kernudian rnuncul 

estirnasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal 

kas belurn diterirna. 

b. Pengakuan beban: Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban 

rnernbayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat 

kewajiban rnernbayar sudah terjadi, rnaka titik ini dapat dianggap 

sebagai starting point rnunculnya biaya rneskipun beban tersebut 

belurn dibayar. 

Irnplernentasi kebijakan rnerupakan kegiatan yang kornpleks dengan 

begitu banyak fal.'tor yang rnernpengaruhi keberhasilan suatu irnplernentasi 

kebijakan. Model irnplernentasi kebijakan yang akan digunakan oleh peneliti 

dalarn rnenganilisis irnplernentasi Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2010 

tentang Penggunaan Standar Akuntansi Pernerintah (SAP) Berbasis Akrual pada 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah model 

irnplernentasi kebijakan Edward III yang rnengedepankan ernpat faktor 

irnplernentasi yaitu: Kornunikasi (communication), Surnber daya (resources), 

Disposisi/Sikap (Dispositions) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). 
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1. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Komunikasi. 

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif 

akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang 

akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya 

bisa didapat melalui komunikasi yang baik. 

Dalam · mengelola komunikasi yang baik 

dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang 

perlu 

efektif. 

dibangun dan 

Semakin baik 

pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi 

probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. Dalam kejelasan 

informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan 

informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara 

mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. 

Tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi 

kebijakan yaitu tranformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity) 

dan konsistensi informasi (consistency). Komunikasi merupakan persyaratan 

utama dalam implementasi kebijakan yang efektif karena pelaksana kebijakan 

harus memahami isi dan tujuan-tujuan kebijakan sebelum meneruskannya kepada 

personil (pelaku) kebijakan (Edward dalam Winarno (2002:126). 
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Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan implementasi 

kebijakan oleh kelompok sasaran kebijakan, sehingga kualitas komunikasi akan 

mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. 

Sehgingga dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi 

yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, 

media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi dan tujuan 

kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan. 

Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten 

Nunukan, Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 

tidak hanya berperan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi juga 

berperan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Oleh 

karena itu agar setiap aktivitas yang dilakukan berjalan selaras sesuai dengan 

perannya maka diperlukan komunikasi yang baik segala kebijakan berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Begitu juga halnya dalam penyusunan laporan keuangan 

berbasis akrual diperlukan komunikasi yang baik antara pimpinan dan staf. 

Pimpinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala aktvitas 

organisasi termasuk penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa setiap struktur yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan keuangan mempunyai peran dan tanggungjawab masing-masing sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi mereka dalam SKPD yang semuanya saling 

berkaitan antara satu struktur dengan struktur yang lain dalam organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan atau kendala yang 

ditemui dalarn hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dapat disimpulkan bahwa 
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setiap struktur yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis 

akrual rnernpunyai sedikit kendala dalarn hal kornunikasi yang disebabkan karena 

pengetahuan rnengenai SAP berbasis akrual diantara setiap pegawai berbeda-beda 

sehingga diperlukan adanya pelatihan untuk rneningkatkan pengetahuan Surnber 

Daya Manusia rneskipun sudah difasilitasi dengan sistern. 

Para pegawai di Bagian Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Nunukan dituntut untuk rnemaharni apa yang dirnaksud 

dengan Standar Akuntansi Pernerintah (SAP) Berbasis Akrual. Rata-rata dari 

rnereka telah rnernaharni apa yang dirnaksud dengan Standar Akuntansi 

Pernerintah (SAP) Berbasis Akrual rnulai dari kepala seksi sarnpai staf sudah 

rnengikuti pelatihan di Semarang dan pelatihan-pelatihan yang lain tentang 

akuntansi akrual, akan tetapi tingkat pernaharnan rnereka bervariasi karena rnereka 

rnernpunyai tugas pokok dan fungsinya rnasing-rnasing. 

Praktek pelaporan keuangan yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Nunukan sekarang ini telah rnenggunakan Standar 

Akuntansi Pernerintah Berbasis Akrual sejak tahun 2015. Adapun bahan yang 

digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan selaku SKPKD yaitu 

rnengandalkan laporan keuangan entitas akuntansi dan dokurnen-dokurnen 

pendukung lainnya dari rnasing-rnasing SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan. 

Terdapat perbedaan antara laporan keuangan yang dibuat di SKPD dengan 

lporan keuangan yang dibuat di SKPKD. Jika rnelihat Fungsi DPKAD selaku 

SKPD berarti rnernbuat lirna ( 5) jenis laporan keuangan diantaranya: LRA 

(Laporan Realisai Anggara), Neraca, LO (Laporan operasional), LPE (Laporan 
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Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Fungsi DPKAD 

selaku SKPKD membuat tujuh (7) jenis pelaporan keuangan diantaranya: LRA 

(Laporan Realisai Anggara), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan 

Perubahan Ekuitas ), LAK (Laporan Arus Kas ), LP SAL (Laporan Perubahan 

Saldo Anggaran Lebih), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). 

Sampai saat ini tidak ada suatu peraturan khusus mengenai pelaksanaan 

atau petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. DPKAD 

selaku SKPD tidak mempunyai peraturan khusus mengenai pelaksanaan atau 

petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Akan 

tetapi DPKAD selaku SKPKD mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 30 

tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 

tentang Penyusutan Aset Tetap, Peraturan Bupati inilah yang dijadikan acuan oleh 

semua Dinas dalam penyusunan laporan keuangan. 

2. lmplementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Sumber Daya Manusia. 

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap 

sumberdaya (resources). Sumberdaya (resources) diposisikan sebagai input dalam 

organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat 

ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumberdaya (resources) bertalian 

lansung dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh 
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orgamsas1 yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam 

transformasinya ke dalam output. Sedangkan secara teknologis, sumberdaya 

(resources) bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi. 

Surnberdaya (resources) merupakan faktor penting dalam melaksanakan 

kebijakan. Isi dan tujuan-tujuan kebijakan mungkin dapat dikomunikasikan tetapi 

jika para pelaksana (implementator) kurang sumber daya yang diperlukan untuk 

melaksanakan isi kebijakan maka implementasipun cenderung tidak berjalan 

efektif. Sumber daya tersebut meliputi: staf, anggaran, fasilitas-fasilitas dan 

wewenang (Edward dalam Winarno (2002:126). 

Penerapan SAP Berbasis Akrual mengharuskan pemerintah menyiapkan 

Sumber Daya Manusia yang kompeten. Untuk itu, pemerintah harus memiliki 

perencanaan SDM guna memenuhi kebutuhan jurnlah dan kompetensi SDM, 

khususnya SDM pengelola keuangan, aset, dan teknologi informasi (TI). Selain 

itu, pemerintahjuga harus mempunyai database SDM, melakukan analisis jabatan, 

analisis beban kerja, dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan, sebagai dasar 

perencanaan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM tersebut. 

Pemerintah juga perlu melakukan optimalisasi SDM melalui pelatihan/sosialisasi 

penerapan SAP berbasis akrual untuk meningkatkan kompetensi SDM yang ada, 

serta meminimalisasi risiko ketidakandalan penyajian laporan keuangan. 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan telah 

berupaya untuk meningkatkan kompetensi Surnber Daya Manusia melalui 

program integrasi training dengan materi akuntansi akrual dan aplikasi 

pendukungnya secara intensif dengan dukungan Kementerian Keuangan, 

kementerian/lembaga, program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah, 
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serta kerja sama bilateral dan intemasional. Akan tetapi, berbagai program 

tersebut masih belum dapat memberikan pemahaman secara maksimal untuk 

menerapkan SAP berbasis akrual. Pemda juga telah menganggarkan pelatihan dan 

pengembangan SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jumlah pegawai Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Standar 

Akuntasi Pemerintah Berbasis Akrual diketahui bahwa saat ini jumlah pegawai 

masih belum memadai, akan tapi untuk saat ini dalam hal pelaporan keuangan 

masih bisa teratasi dengan jumlah staf yang ada. Namun kedepan DPKAD 

Kabupaten Nunukan membutuhkan tambahan staf di bidang akuntansi bisa 

berasal dari SMK Akuntasi atau D3 Akuntansi. 

Kualitas pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan yang ada saat ini sudah baik, namun masih perlu 

ditingkatkan lagi melalui pelatihan-pelatihan, baik sebagai pelaksana maupun 

sebagai peserta agar kedepan inas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukanmempunyai staf atau pegawai berkualitas. 

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menunjang aktivitas kerja. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa saat ini 

sarana yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Nunukan untuk menunjang pelaporan akuntansi berbasis akrual sudah memadai. 

Namun memang SDM yang menggunakan sarana tersebut perlu ditingkatkan 

kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan. 

Terkait dengan pemberian wewenang di setiap Unit Kerja Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan semua informan 
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mengatakan bahwa semua pemberian wewenang sudah sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi masing-masing dari setiap pelaksana penyusunan laporan keuangan. 

Kompensasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan 

motivasi dan smangat kerja pegawai. Oleh karena ini dalam membuat laporan 

keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 

perlu diberikan kompensasi yang adil agar para pegawai termotivasi dan lebih 

semangat dalam bekerja sehingga kinerja dapat meningkat akan tetapi harus 

disesuaikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nunukan. 

3. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Sikap Pelaksana. 

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal 

ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil 

formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang 

mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat 

mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu 

menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. 

Disposisi dan sikap aparatur birokrasi pelaksana kebijakan sangat 

berpegaruh dalam menyampaikan dan melaksanakan isi dan tujuan-tujuan 

implementasi kebijakan. Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap 

kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon 
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tujuan kebijakan kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon 

tersebut (Edward dalam Winamo (2002:126). 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan diharapkan dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang baik. Karena Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual ini bertujuan untuk lebih tertib administrasi keuangan, lebih 

transparan dan akuntabel realisasi anggaran dituntut cepat. Namun karena ini hal 

baru jadi masih banyak yang belum memahami komponen-komponen laporan 

keuangan. Sistem kas beralih ke sistem akrual karena pastilah menghasilkan 

laporan keuangan yang· lebih baik, karena dengan akrual pencatatan dan 

pengakuan pelaporan keuangan lebih up to date. 

Pengendalian Intern meliputi rencana orgarusas1 dan metode serta 

kebijaksanaan yang terkoordinir dalam suatu SKPD atau orga111sas1 gunanya 

untuk mengamankan harta kekayaan, menguj i ketepatan dan sampai berapa jauh 

data akuntansi dapat dipercaya, dan dapat mendorong ditaatinya kebijakan 

pimpinan. Sebenamya semua ada SPI bukan hanya di DPKAD tapi di SKPD lain 

juga ini sama saja dengan RENSTRA, LAKIP dan RKA, jika semua yang ada 

sudah berjalan dengan baik berarti SPinya juga sudah berjalan dengan baik, jika 

ada yang menyimpang dari itu berarti SPI tidak berjalan dengan baik. 

Sebenamya ini normatif untuk menilai program-program kerja yang ada 

sudah berjalan apa tidak, tupoksi ini sudah ada dalam RENSTRA/LAKIP. Antara 

output dan outcome sesuai dengan yang dilaksanakan, uraian mengenai tupoksi 

ada dalam Renstra. Makanya pemeriksaan ini ada dua SPI dan kepatuhan terhadap 

peraturan Perundang-Undangan, SPI terkait dengan pimpinan kebawahan terkait 
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juga dengan tupoksi benar apa tidak sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

4. lmplementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan yang Ditentukan oleh Struktur Birokrasi. 

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam 

struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi 

pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi 

diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. 

Menurut Edward dalam Winarno (2002:150) ada dua karakteristik utama 

dari birokrasi yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering 

disebut sebagai Standar Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Struktur 

birokrasi mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu aspek dasar 

dalam organisasi adalah prosedur kerja ukuran dasarnya atau SOP. Prosedur ini 

biasa digunakan dalam menanggulangi keadaan umum digunakan dalam 

organisasi publik. Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpegaruh dalam 

pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. 

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya 

kerjasarna diantara banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap 

implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan 

dan mengharnbat jalanya pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasakan penjelasan di 
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atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental 

untuk mengkaji implementasi suatu kebijakan publik. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme sistem akuntansi 

keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 

menggunakan SAP berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Peraturan 

Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kabupaten Nunukan. 

Basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi 

pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode. Dengan demikian, suatu 

perusahaan akan mencatat pendapatannya berdasarkan seluruh pendapatan yang 

telah menjadi hak perusahaan, terlepas apakah hal ini telah diwujudkan dalam 

bentuk penerimaan kas atau tidak, demikian juga dengan be ban. 

Basis akuntansi ini merupakan suatu pendekatan unik yang dikembangkan 

oleh Indonesia untuk dapat menyajikan empat laporan keuangan pokok yang 

diamanatkan UU dan disesuaikan dengan kondisi (peraturan, sistem, sarana dan 

prasarana, serta SDM) di Indonesiayang sampai dengan tahun 2004 masih 

menggunakan pembukuan tradisional (single entry) berbasis kas, belum 

menggunakan akuntansi modem (double entry) sehingga sangat sulit atau bahkan 

tidak mungkin bila langsung menerapkan akuntansi modem berbasis akrual. Basis 

Kas Menuju Akrual relatif tidak dikenal di negara-negara lain, yang merupakan 

pendekatan transisi dari kas menuju akrual yang berhasil. 

Terkait dengan pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan berkaitan dengan 

SAP Berbasis Akrual, telah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 
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masing-masing. Penyusunan pelaporan keuangan di DPKAD selaku SKPD 

disusun oleh PPK SKPD, untuk penyusunan pelaporan keuangan Pemerintah 

Daerah dibuat oleh PPKD selaku SKPKD. SK.PD mengerjakan 5 jenis pelaporan 

keuangan, sedangkan SKPKD mengerjakan 7 jenis pelaporan keuangan. Dengan 

akrual ini juga pencatatan atau transaksi keuangan lebih tertib. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan semua menyatakan bahwa 

dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual 

petunjuk pelaksanaan/prosedur operasi kerja sudah dapat dimengerti dengan baik 

oleh para pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Nunukan. Tidak ada petunjuk pelaksanaan khusus secara tertulis, akan tetapi 

semua berjalan secara simultan atau perintah lansung secara lisan yang penting 

pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah N om or 71 tahun 2010 dan 

Peraturan Bupati Nunukan Nomor Nomor 31Tahun2014. 

Tidak ada kebijakan operasional yang dibuat oleh Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunkan selaku SK.PD tetapi Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan selaku SKPKD ada 

tiga peraturan yang dijadikan pedoman yaitu Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 

2014 tentang Sistem dan Prosesdur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan, 

Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan 

Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap. 

Dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Nunkan selaku SK.PD melibatkan semua bidang yang ada 

di dalam dinas yaitu Bidang Aset, Bidang Perbendaharaan, Bidang Anggaran dan 
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Bidang Akuntansi. Sedangkan DPKAD selaku SKPKD melibatkan semua unit 

organisasi atau SK.PD yang ada di Kabupaten Nunukan. 

Sementara pengawasan penyampaian laporan keuangan dilakukan setiap 

bulan, apabila terjadi penundaan penyampaian laporan keuangan oleh SK.PD yang 

ada di Kabupaten Nunukan, maka Bidang Akuntansi DPKAD Kabupaten 

Nunukan sebagai koordinator pelaporan keuangan daerah segera mengambil 

tindakan dengan cara berkomunikasi pada SKPD kira-kira apa yang menjadi 

penyebab terlambatnya penyampaian laporan keuangan dari SKPD tersebut. 
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A. Kesimpulan 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akmal 

pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 

yang ditentukan oleh komunikasi masih belum berjalan dengan optimal 

disebabkan karena kurangny'!- pemahaman diantara pelaksana kebijakan. 

2. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual 

pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 

yang ditentukan oleh sumber daya sudah baik namun masih perlu 

ditingkatkan terutama sumber daya manusia pengelola keuangan. 

3. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual 

pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 

yang ditentukan oleh sikap pelaksana sudah baik namun masih perlu 

ditingkatkan agar kebijakan dapat berjalan dengan optimal. 

4. Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual 

pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 

yang ditentukan oleh struktur birokrasi sudah sangat mendukung dalam 

proses penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual. 

5. Faktor komunikasi (communication), sumberdaya (resources), 

disposisi/sikap pelaksana (disposition or attitude) dan struktur birokrasi 

100 
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(bureaucratic structure) berpengaruh terhadap implementasi kebijakan 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat mengajukan beberapa 

saran dan masukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan antara lain: 

1. Komunikasi berupa sosialiasi, himbauan dan edaran terkait dengan isi 

maksud, tujuan dan ketentuan-ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntnasi Pemerintah Berbasis 

Akrual masih belum berjalan optimal, oleh karena itu komunikasi perlu 

dilakukan secara intens agar para pegawai selaku implementator atau 

pelaksana dapat memahami dan melaksanakannya. 

2. Sumber daya penunjang implementasi kebijakan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual saat ini masih belum memadai 

terutama sumber daya manusia, oleh karena itu Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan perlu mengusulkan 

kembali tambahan staf di bidang akuntansi yang berasal dari SMK 

Akuntasi atau D3 Akuntansi untuk menunjang kelancaran penyusunan 

laporan keuangan tahun anggaran berikutnya. 

3. Disposisi/sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan 

atau kegagalan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

tahun 2010. Oleh karena itu pengangkatan dan pemilihan personel 

42258.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



102 

pelaksana kebijakan haruslah berasal dari orang-orang yang memiliki 

dedikasi dan kemampuan sesuai dengan bidang akuntansi, sehingga 

implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal. 

4. Strukur birokrasi yang panjang berpengaruh terhadap implementasi 

kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, oleh karena itu 

maka struktur birokrasi perlu di evaluasi sesuai dengan kebutuhan agar 

alur birokrasi tidak terlalu panjang dan implementasi kebijakan dapat 

berjalan dengan optimal dengan dukungan struktur birokrasi yang ada. 
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PEDOMAN WA WAN CARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH 
BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 

ASET DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 

A. lnforman: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Nunukan 

B. Daftar Pertanyaan: 
1. Komunikasi 

a. Bagaimana peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses penyusunan 
pertanggungjawaban laporan keuangan? 

b. Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam ha! komunikasi antara 
pimpinan dan staf dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual? 

c. Apakah para pegawai di bagian akuntansi di DPKAD telah memahami apa 
yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrual? 

d. Bagaimanakah praktek pelaporan keuangan yang ada di DPKAD sekarang 
ini? Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan 
keuangan di DPKAD? Laporan apa saja yang disusun oleh instansi dalam 
rangka penyusunan laporan keuangan? 

e. Apakah di DPKAD menetapkan suatu peraturan pelaksanaan atau 
petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan sendiri? 

2. Somber Daya 
a. Apakah di DPKAD telah memiliki jumlah pegawai yang memadai dalam 

pelaksanaan SAP Berbasis Akrual? 
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b. Bagaimana kualitas pegawai di DPKAD saat ini? 

c. Apakah sarana yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di 
DPKAD telah memadai? 

d. Apakah pemberian wewenang di Unit Kerja DPKAO telah disesuaikan 
dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksana penyusunan laporan 
keuangan? 

e. Apakah menurut anda diperlukan kompensasi untuk pegawai agar mereka 
bersemangat dalam membuat laporan keuangan? 

3. Disposisi 
a. Menurut anda apakah dengan diterapkannya SAP Berbasis Akrual di 

DPKAD dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik? 

b. Menurut anda selama ini Satker telah mengirimkan Arsip Data Komputer 
(ADK) setiap bulannya dengan tepat waktu? 

c. Dalam pemeriksanaan BPK terdapat istilah Sistem Pengendalian Intern 
(SPI), menurut anda apakah yang dimaksud dengan SPI? Apakah di 
DPKAD juga terdapat SPI? Jelaskan tugas pokok dan fungsinya bila ada! 

4. Struktur Birokrasi 
a. Bagaimanakah mekanisme sistem akuntansi keuangan di DPKAD? 
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b. Bagaimana pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di DPKAD 
dalam ha! ini berkaitan dengan SAP Berbasis Akmal? 

c. Apakah dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual petunjuk 
pe\aksanaan/prosedur operas\ kerja dapat d\mengert\ o\eh para pegawa\? 

d. Apakah DPKAD juga membuat peraturan-peraturan pelaksanaan 
mengenai penyusunan Iaporan keuangan? 

e. Unit organisasi apa saja yang terlibat di dalam penyusunan laporan 
keuangan di DPKAD? 

f. Bagaimanakah pengawasan dan monitoring penyampaian laporan 
keuangan yang biasa dilakukan di DPKAD? 
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TRANSKRIP HASIL WA WAN CARA 

Nama Informan H. Djainuddin, SH. 
NIP 19590215 198602 1 003 
Jab a tan Kepala DPKAD Kabupaten Nunukan 
Alamat Jl. Ujang Dewa Kompleks KPN 
NomorHP 081255695509 
Tempat Wawancara DPKAD Kabupaten Nunukan (Ruang Kadis) 
Tanggal Wawancara 13 April 2016 
Pewawancara Warda 

Hasil Wawancara : 
A. Komunikasi 

l. Pertanyaan Bagaimana peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses 
penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan? 

Jawaban Peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses penyusunan 
pertanggungjawaban pelaporan keuangan adalah memberikan 
arahan dan masukan serta selalu memonitor proses penyusunan 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), untuk akrual ini 
saya percayakan kepada bidang akuntansi karena mereka lebih 
paham dari saya karena mereka pelaksana teknisnya. 

2. Pertanyaan Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam hal komunikasi 
antara pimp man dan staf dalam pe laksanaan SAP Berbasis 
Akrual? 

Jawaban Ada sedikit kendala yang dihadapi dalam hal komunikasi 
disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang akrual, karena 
ini kebijakan yang baru diterapkan pasti lah ada kendala terutama 
dari SDMnya meskipun sudah difasilitasi dengan sistem. 

3. Pertanyaan Apakah para pegawai di Bagian Akuntansi di DPKAD telah 
memahami apa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrual? 

Jawaban Rata-rata mereka sudah paham mengenai SAP Berbasis Akrual 
karena memang bidangnya mereka disitu 

4. Pertanyaan Bagaimanakah praktek pelaporan keuangan yang ada di DPKAD 
sekarang ini? Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan laporan keuangan di DPKAD? Laporan apa saja yang 
disusun oleh instansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan? 

Jawaban Saya kurang tahu teknisnya Bendahara dan PPK 
5. Pertanyaan Apakah di DPKAD menetapkan suatu peraturan pelaksanaan atau 

... 
petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan sendiri? 

Jawaban DPKAD sendiri tidak ada, yang ada adalah Peraturan Bupati 
Nunukan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur 
Akuntarisi berlaku untuk semua SKPD 

B. SumberDaya 
1. Pertanyaan Apakah di DPKAD telah memiliki jumlah pegawai yang memadai 

dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual? 
Jawaban Pegawai yang ada saat ini menurut saya belum memadai, kita 

masih membutuhkan tambahan pegawai karena tugas kita semakin 
beratjadi pegawaijuga harus tambah. 
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2. Pertanyaan Bagaimana kualitas pegawai di DPKAD saat ini? 
Jawaban Kualitas pegawai yang ada saat ini menurut sudah baik, namun 

memang masih perlu untuk ditingkatkan lagi agar kedepan 
DPKAD mempunyai staf yang betul-betul mengerti ten tang 
akuntansi bukan hanya sekedar bekerja dengan sistem tapi betul-
betul mengerti alur akuntansinya. 

3. Pertanyaan Apakah sarana yang digunakan dalam penyusunan laporan 
keuangan di DPKAD telah memadai? 

Jawaban Kalau saran a sudah memadai tinggal pegawai yang 
melaksanakannya masih ada yang belum mengeri betul cara 
mengoperasikannya, ini lah yang perlu ditingkatkan. 

Pertanyaan Menurut Bapak bagaimana cam meningkatkannya? 
Jawaban Caranya dengan mengikuti pelatihan, kita kan sudah pernah 

melaksanakan pelatihan sendiri ten tang akrual dengan 
mengundang nara sumber dari luar, dan menggundang seluruh 
pengelola keuangan SKPD se Kabupaten Nunukan. 

Pertanyaan Apakah cukup hanya dengan satu kal pelatihan saja? 
Jawaban : 

1 

Bclwn cukup, sebaiknya memang perlu pelalihan yang kontinue 
tetapi semua itu kan tergantung anggaran dan kebutuhan, kalau 
memang itu harus kita laksanakan kenapa tidak apalagi untuk 
kebutuhan daerah asal dananya ada. 

4. Pertanyaan Apakah pemberian wewenang di Unit Kerja DPKAD telah 
disesuaikan dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksana 
penyusunan laporan keuangan? 

Jawaban Sudah sesuai tupoksi nya masing-masing 
5. Pertanyaan Apakah menurut anda diperlukan kompensasi untuk pegawai agar 

mereka bersemangat dalam membuat laporan keuangan? 
Jawaban Sebenamya perlu tapi harus menyesuaikan kemampuan daerah 

kerena jurnlah pengelolah laporan keuangan ban yak kalau 
sekabupaten kan lurnayan juga, kita juga memikirkan staf biar 
semangat kerjanya, tapi prosesnya panjang. 

c. Disposisi 
l. Pertanyaan Menurut anda apakah dengan diterapkannya SAP Berbasis Akmal 

di DPKAD dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik? 
Jawaban Ya saya liat memang begitu, karena SAP berbasis akrual ini 

mengajak kita untuk lebih tertib administrasi keuangan, lebih 
transparan dan akuntabel realisasi anggaran dituntut cepat kalau 
boleh sekarang kenapa harus ditunda-tunda. 

2. Pertanyaan Menurut anda selama ini Satker telah mengirirnkan Arsip Data 
Komputer (ADK) setiap bulannya dengan tepat waktu? 

Jawaban Sudah tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 
3. Pertanyaan Dalam pemeriksanaan BPK terdapat istilah Sistem Pengendalian 

Intern (SPI), menurut anda apakah yang dimaksud dengan SPI? 
Apakah di DPKAD juga terdapat SPI? Jelaskan tugas pokok dan 
fungsinya bila ada! 

Jawaban Satuan Pengendalian Internal atau SPI itu tugasnya melaksanakan 
sesuatu sesuai dengan peraturan Perundang-Undagan yang 
berlaku, kalau untuk DPKAD sendiri sudah ada LAKIP/Renstra 
jadi tidak ada SPI secara khusus. 
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D. Struktur Birokrasi 
1. Pertanyaan Bagaimanakah mekanisme sis tern akuntansi keuangan di 

DPKAD? 
Jawaban Mekanismenya mengacu pada PP No. 71 Tahun 2014 dan Perbup 

No. 31 Tahun 2014, semua sudah sesuai dengan aturan yang ada. 
2. Pertanyaan Bagaimana pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di 

DPKAD dalam hal ini berkaitan dengan SAP Berbasis Akrual? 
Jawaban Sudah jelas pembagiannya, antara Bendahara dan PPK masing-

mas mg membuat laporan yang berbeda-beda sesuai dengan 
tupoksinya masing-masing. 

3. Pertanyaan Apakah dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual petunjuk 
pelaksanaan/prosedur operasi kerja dapat dirnengerti oleh para 
pegawai? 

Jawaban Cukup dapat dimengerti oleh para pegawai 
4. Pertanyaan Apakah DPKAD juga mernbuat peraturan-peraturan pelaksanaan 

mengenai penyusunan laporan keuangan? 
Jawaban Peraturan khusus untuk DPKAD sendiri tidak ada, yang ada cuma 

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem 
dan Prosedur Akuntansi. Perbup ini berlaku untuk semua SKPD se 
Kabupaten Nunukan tidak hanya DPKAD saja. 

5. Pertanyaan Unit organisasi apa saja yang terlibat di dalam penyusunan laporan 
keuangan di D PKAD? 

Jawaban Semua unit terlibat karena semua punya kegiatan 
6. Pertanyaan Bagairnanakah pengawasan dan monitoring penyarnpaian laporan 

keuangan yang biasa dilakukan di DPKAD? 
Jawaban Pengawasannya dilakukan secara bulanan karena ada laporan 

bulanan yang harus disampaikan oleh bendahara. 

Kepala DPKAD 

KABUP A TEN NUNUKAN 

NIP. 19590215 198602 1 003 
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TRANSKRIP HASIL WA WAN CARA 

Namalnforman Enos Ramba, SE.Ak. 
NIP 197509142005021002 
Jab a tan Kepala Bi dang Akuntansi dan Penyertaan Modal DPKAD 

Kabupaten Nunukan 
Alamat Jl. Ujang Dewa Kompleks Angkatan Laut 
NomorHP 081346456544 
TempatWawancara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Ruang Kabid) 
TanggalWawancara 11 April 2016 
Pewawancara Warda 

Hasil Wawancara : 
A. Komunikasi 

1. Pertanyaan Menurut bapak bagaimana peran dan tanggungjawab pimpinan 
dalam proses penyusunan pertanggung jawaban laporan 
keuangan? ( dalam hal ini kapasitas bapak selaku Kepala Bidang 
Akuntansi dan Penyertaan Modal) 

Jawaban Kalau peran saya selaku Kepala Bidang Akuntasi dan Penyertaan 
Modal terlibat langsung dalam proses penyusunan 
pertanggungjawaban laporan keuangan dimana fungsinya selaku 
SKPKD (Satuan Kerja Penatausahaan Keuangan Daerah). Karena 
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selain sebagai 
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga sebagai SKPKD, jadi 
saya ikut mengawasi LKPD. 

2. Pertanyaan Kira- kira menurut bapak hambatan/kendala apa saja yang ditemui 
dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan 
SAP BerbasisAkrual? 

Jawaban Tidak ada kendala dalam hal komunikasi antara kepala bidang 
dengan kepala seksi dan staf di bi dang akuntansi dalam 
pelaksanaan SAP berbasis akrual, kecuali sistem yang bermasalah. 

Pertanyaan Lalu bagaimana komunikasi antara bapak selaku kepala bidang 
dengan kepala dinas dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akmal ini? 

Jawaban Juga tidak ada kendala atau hambatan karena dalam hal ini kepala 
dinas sangat mendukung pelaksaan akrual, karena akrual ini kan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010. Karena sibuk ada agenda yang tertunda, 
mungkin secara teknis beliau kurang memahami bagaimana proses 
pencatatan akuntansi secara akrual baik dengan sistem maupun 
dengan manual tetapi secara umum beliau mengerti tentang akrual. 

3. Pertanyaan Apakah para pegawai di Bidang Akuntansi di DPKAD telah 
memahami apa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrual? 

Jawaban Sudah paham tapi belum sepenuhnya karena rata-rata pegawai di 
Bidang Akuntansi mulai dari kepala seksi sampai staf sudah 
mengikuti pelatihan beberapa hari (sekitar tiga minggu) di 
Semarang dan pelatihan-pelatihan yang lain tentang akuntansi 
akrual, karena Semarang menjadi pus at pelatihan akuntansi 
berbasis akrual bagi seluruh kabupaten/kota di Indonesia. 
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Pertanyaan 
Jawaban 

4. Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 

5. Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 

Maksud dari memahami tapi belum sepenuhnya bagaimana pak? 
Sudah memahami tapi belum sepenuhnya maksud saya ada yang 
sudah paham secara mendalam ada yang belum, jika saya 
gambarkan dengan angka ada yang pemahamannya sudah 70%, 
ada yang 60%, ada yang 50%. Pemahaman mereka bervariasi 
karena mereka mempunyai tugas masing-masing, namun secara 
umum semua sudah faham tentang akuntar1si berbasis akrual. 
Bagaimanakah praktek laporan keuangan yang ada di DPKAD 
sekarang ini? Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan laporan keuangan di DPKAD? Laporan apa saja yang 
disusun oleh instansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan? 
Praktek la po ran keuangan yang ada di D PK.AD sudah 
mengg:.makan basis akrual, adapun bahan yang digunakan sebagai 
dasar penyusunan laporan keuangan DPKAD selaku SKPKD yaitu 
mengandalkan laporan keuangan entitas akuntansi dan dokumen­
dokumen pendukung lainnya dari masing-masing SKPD yang ada 
di Kabupaten Nunukan. 
Apakah ada bedanya laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD 
dengan laporan keuangan yang dibuat oleh SKPKD, jenis laporan 
apa saja yang disusun oleh SKPD dan SKPKD dalam rangka 
penyusunan laporan keuangan. 
Ada bedanya antara laporan keuangan yang dibuat di SKPD 
dengan lporan keuangan yang dibuat di SKPKD. Jika melihat 
Fungsi DPKAD selaku SKPD berarti membuat lima (5) jenis 
laporan keuangan diantaranya: LRA (Laporan Realisai Anggara), 
Neraca, LO (Laporan operasional), LPE (Laporan Perubahan 
Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Fungsi 
DPKAD selaku SKPKD membuat tujuh (7) jenis pelaporan 
keuangan diantaranya: LRA (Laporan Realisai Anggara), Neraca, 
LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), 
LAK (Laporan Arus Kas ), LP SAL (Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). 
Apakah di DPKAD menetapkan suatu peraturan pelaksanaan atau 
petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan sendiri? 
Tidak ada peraturan secara khusus untuk DPKAD, tetapi peraturan 
yang ada saat ini berlaku untuk seluruh entitas, baik entitas 
akuntansi atau SKPD maupun entitas pelaporan PPKD jadi 
peraturan yang ada berlaku untuk DPKAD selaku SKPD dan juga 
berlaku untuk DPKAD selaku SKPKD. 
Kedepan apakah perlu menetapkan suatu peraturan khusus 
mengenai pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan sendiri pada DPKAD? 
Kita liat saja nanti apa yang hams kita lakukan, karena sistem 
akuntansi berbasis akrual ini kan barn dilaksanakan tahun lalu 
secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia tepatnya 
per tanggal 1 Januari 2015, perubahan kan selalu ada kita tinggal 
menyesuaikan saja. Jadi pada dasarnya perubahan itu gampang 
dilakukan asal kita mau melaksanakannya, tinggal faktor sumber 
daya manusianya saja yang perlu ditingkatkan kualitasnya. 
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B. Somber Daya 
1. Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 
Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 

2. Pertanyaan 
Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 

3. Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 

4. Pertanyaan 

Apakah di DPKAD telah memiliki jumlah pegawai yang memadai 
dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual? 
Sebenamya belum memadai, tapi untuk saat im dalam hal 
pelaporan keuangan masih bisa teratasi dengan jumlah staf yang 
ada, namun kedepan kita pasti membutuhkan tambahan staf 
mengingat staf yang ada saat ini sudah banyak yang golongan 3, 
kita pasti membutuhkan tambahan pegawai khusus di bidang 
akuntansi. 
Memangnya kalau golongan 3 kenapa pak? 
Ya artinya kalau sudah golongan 3 kemungkinan besar mereka 
akan keluar dari bidang akuntansi jika ada promosi jabatan. 
Jika perlu ada penambahan pegawai sebaiknya yang bagaimana 
menurut bapak? 
Jika ada penambahan pegawai kalau bisa yang berasal dari SMK 
Akuntasi atau D3 Akuntansi penempatannya baik di SKPD 
maupun di SKPKD, setidaknya mereka sudah mengerti masalah 
debit dan kredit, jumal, neraca dan lain-lain, yang jelas mereka 
sudah punya dasar, masalah PPKnya (Pejabat Penatausahaan 
Keuangan) eselon IV tidak harus dari SI Akuntansi, tapi kalau 
bisa stafnya harus ada yang dari SMK Akuntansi atau D3 
Akuntansi karena staf harus tau tentang teknis, ini semua untuk 
menunJang kelancaran laporan keuangan. Dalam penerapan 
akuntansi berbasis akrual ini SDM merupakan kendala utama. 
Bagaimana kualitas pegawai di DPKAD saat ini? 
Sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar kedepan 
DPKAD mempunyai staf atau pegawai berkualitas, seperti yang 
telah saya jelaskan diatas secara kuantitas atau jumlah pegawai 
untuk saat ini masih mencukupi, namun secara kualitas masih 
kurang dan perlu di tingkatkan lagi. 
Menurut bapak untuk saat ini upaya apa yang hams ditempuh 
untuk meningkatkan kualitas SOM? 
Pastinya melalui pelatihan-pelatihan, baik sebagai pelaksana 
maupun sebagai peserta intinya kita mengikuti pelatihan dngan 
tujuan agar bisa mengerti proses penyusunan pelaporan keuangan 
daerah dengan standar akuntansi berbasis akrual. 
Apakah sarana yang digunakan dalam penyusunan pelaporan 
keuangan di DPKAD telah memadai? 
Sarana yang digunakan menurut saya sudah memadai yaitu 
SIMDA (Sistem Keuangan Daerah), namun masih perlu 
penyempumaan karena menyesuaikan dengan kebutuhan yang 
ada. Sistem inilah yang sangat membatu kalau tidak dengan 
bantuan sistem semua pasti bingung. 
Apakah masih menggunakan pendampingan BPKP? 
Untuk saat ini sudah tidak menggunakan pendamping, penyusunan 
LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2015 
ditingkat PPKD sudah tidak ada lagi pendampingan jadi sudah 
disusun sendiri oleh bidang akuntansi. 
Apakah pemberian wewenang di Unit Kerja DPKAD telah 
disesuaikan dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksana 
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penyusunan laporan keuangan? 
Jawaban Sudah pasti, pemberian wewenang tidak ada masalah semua 

bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 
5. Pertanyaan Apakah menurut anda diperlukan kompensasi untuk pegawai agar 

mereka bersemangat dalam membuat laporan? 
Jawaban Sangat perlu karena bisa menjadi motivasi atau semangat kerja 

bagi para pembuat la po ran keuangan, ta pi hal llll harus 
menyesuakain dengan kemampuan keuangan daerah. 

Pertanyaan Bagaimana sistem penggangaran insentif bagi pembuat laporan 
keuangan atau PPK yang ada di SKPD apakah dikoordinir oleh 
bidang akuntansi? 

Jawaban Tidak, sudah di anggarkan di masing-masing SKPD, karena ini 
sempat menjadi sorotan pada saat pemeriksaan karena terlihat 
angka yang lumayan besar yang dianggarkan di DPKAD ternyata 
peruntukannya untuk PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan 
stafnya yang ada diseluruh SKPD se Kabupaten Nunukan. 

c. Disposisi 
1. Pertanyaan Menurut anda apakah dengan diterapkannya SAP Berbasis Akrual 

di DPKAD dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik? 
Jawaban Sementara ini masih berjalan, jika dilihat ditingkat SKPD laporan 

keuangan sudah cukup baik sesuai dengan Peraturan Bupati No. 
31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Nunukan. Karena ini hal baru jadi masih banyak yang belum 
memahami komponen-komponen laporan keuangan, tapi secara 
umum laporan keuangan SKPD sudah bagus. Kenapa sistem kas 
beralih ke sistem akrual karena pastilah menghasilkan laporan 
keuangan yang lebih baik, karena dengan akrual pencatatan dan 
pengakuan pelaporan keuangan lebih up to date. 

2. Pertanyaan Menurut bapak selama ini SKPD telah mengirirnkan Arsip Data 
Komputer (ADK) setiap bulannya dengan tepat waktu? 

Jawaban Ya sudah, ini sama saja dengan SPJ, ADK ini sebenamya berupa 
softcopy biasanya yang memberikan ADK dari bidang akuntansi 
karena itu merupakan hasil rekonsiliasi dari data yang ada di 
SKPD kemudian disingkronkan dengan data yang ada di server 
setelah cocok baru kami menginformasikan ADK ke SKPD 
kemudian dengan dasar ini lah SKPD menyampaikan SPJ setiap 
bulannya berupa hardcopy. Agar SPJ ini berjalan lancar kami juga 
memberikan sanksi bagi SKPD yang lambat menyerahkan SPJ 
paling lambat tanggl 10 bulan berikutnya, sangsinya berupa 
penundaan segala bentuk tagihan yang diusulkan oleh SKPD. 

3. Pertanyaan Dalam pemeriksanaan BPK terdapat istilah Sistem Pengendalian 
Intern (SPI), menurut anda apakah yang dimaksud dengan SPI? 
Apakah di DPKAD juga terdapat SPI? Jelaskan tugas pokok dan 
fungsiny abila ada! 

Jawaban Pengendalian Intern meliputi rencana organisasi dan metode serta 
kebijaksanaan yang terkoordinir dalam suatu SKPD a tau 
organisasi gunanya untuk mengamankan harta kekayaan, menguji 
ketepatan dan sampai berapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, 
dan dapat mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan. Sebenarnya 
semua ada SPI bukan hanya di DPKAD tapi di SKPD lain juga ini 
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D. Struktur Birokrasi 
1. Pertanyaan 

Jawaban 

2. Pertanyaan 

Jawaban 

3. Pertanyaan 

Jawaban 

sama saja dengan RENSTRA, LAKIP dan RKA, jika semua yang 
ada sudah berjalan dengan baik berarti SPinya juga sudah 
berjalan dengan baik, jika ada yang menyimpang dari itu berarti 
SPI tidak berjalan dengan baik. Sebenarnya ini normatif untuk 
menilai program-program kerja yang ada sudah berjalan apa tidak, 
tupoksi ini sudah ada dalam RENSTRA/LAKIP. Antara output 
dan outcome harus sesuai dengan yang dilaksanakan, uraian 
mengenai tupoksi ada dalam Renstra. Makanya pemeriksaan ini 
ada dua SPI dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang­
undangan, SPI terkait dengan pimpinan kebawahan terkait juga 
dengan tupoksi benar apa tidak sudah menjalankan tugasnya 
sesuai dengan tupoksinya masing-masing. 

Bagaimanakah mekanisme sistem akuntansi keuangan di 
DPKAD? 
Mekanisme sistem akuntansi keuangan di DPKAD dilaksanakan 
sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 tentang 
sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan, baik selaku 
SKPD maupun selaku SKPKD semua sudah diatur didalamnya, 
baik dari tahap awal sampai tahap akhir laporan keuangan. Di 
tingkat SKPD dari transaki yang ada kemudian di jurnal dari 
jurnal diposting ke buku besar, dari buku besar apakah transaki ini 
mengarah ke LRA apakah ke Neraca. Karena kita ini bekerja 
dengan sistem jadi agak mudah karena semua sudah terformat 
didalam sistem. Maka dari itu biasanya teman-teman yang bekeja 
sebagai operator sistem semua bisa, tetapi alurnya secara 
pencatatan akuntansi belum tentu bisa. 
Bagaimana pembagian kerja penyusunan pelaporan keuangan di 
DPKAD dalam hal ini berkaitan dengan SAP Berbasis Akrual? 
Penyusunan pelaporan keuangan di DPKAD selaku SK.PD dibuat 
atau disusun oleh PPK SKPD, untuk penyusunan pelaporan 
keuangan Pemerintah Daerah dibuat oleh PPKD selaku SKPKD. 
Sebenarnya pembagian kerja dalam laporan keuangan tidak ada 
yang berubah dari basis kas ke basis akrual, cuma ada aitem yang 
bertambah seperti yang sudah dijelaskan diatas (SKPD 
mengerjakan 5 jenis pelaporan keuangan, sedangkan SKPKD 
mengerjakan 7 jenis pelaporan keuangan) dengan akrual ini juga 
pencatatan atau transaksi keuangan lebih tertib. Di penambahan 
aitem itu lah repotnya kita masih perlu belajar karena masih 
banyak yang bingung apalagi dari SK.PD. 
Apakah dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual petunjuk 
pelaksanaan/prosedur operasi kerja dapat dimengerti oleh para 
pegawai? 
Tidak ada petunjuk pelaksanaan khusus secara tertulis, akan tetapi 
semua berjalan secara simultan atau perintah lansung secara lisan 
yang penting pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 
Nomor 31 Tahun 2014, petunjuk yang ada di dalamnya sudah 
dapat dimengerti oleh para pegawm sehingga kita bisa 
melaksanakan akuntansi berbasis akrual. 
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4. Pertanyaan 

Jawaban 

5. Pertanyaan 

Jawaban 

6. Pertanyaan 

Jawaban 

Apakah DPKAD juga membuat peraturan-peraturan pelaksanaan 
mengenai penyusunan laporan keuangan? 
Tidak ada peraturan khusus yang dibuat oleh DPKAD selaku 
SKPD tetapi DPKAD selaku SKPKD ada tiga peraturan yang 
dijadikan pedoman yaitu Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 
tentang Sistem dan Prosesdur Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Nunukan, Peraturan Bupati Norn or 30 tahun 2014 ten tang 
Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 
tentang Penyusutan Aset Tetap. 
Unit organisasi apa saja yang terlibat di dalam penyusunan laporan 
keuangan di DPKAD? 
Dal am penyusunan laporan keuangan DPKAD selaku SKPD 
melibatkan semua bidang yang ada di dalam dinas yaitu bidang 
as et, bi dang perbendaharaan, bi dang anggaran dan bi dang 
akuntansi. Sedangkan DPKAD selaku SKPKD melibatkan semua 
unit organisasi atau SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan. 
Bagaimanakah pengawasan dan monitoring penyampaian laporan 
keuangan yang biasa dilakukan di DPKAD? 
Pengawasan penyampman la po ran keuangan dilakukan setiap 
bulan, apabila terjadi penundaan penyampaian laporan keuangan 
dari SKPD, maka bidang akuntansi sebagai koordinator pelaporan 
keuangan daerah segera mengambil tindakan dengan cara 
berkomunikasi pada SKPD kira-kira apa yang menjadi penyebab 
terlambatnya penyampaian laporan keuangan dari SKPD tersebut. 

Kepala Bidang Akuntansi dan 

Penyertaan Modal DPKAD Kabupaten Nunukan 

NIP. 19750914 200502 1 002 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Nama Informan Hamid Geroda, A.Md. 
NIP 19750830 200112 1005 
Jab a tan Kepala Seksi Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Penyertaan 

Modal DPKAD Kabupaten Nunukan 
Alamat Jl. Ujang Dewa Kompleks KPN 
NomorHP 082149498994 
Tempat Wawancara DPKAD Kabupaten Nunukan (Ruang Kasi) 
Tanggal Wawancara 11 April 2016 
Pewawancara Warda 

Hasil Wawancara : 
A. Komunikasi 

1. Pertanyaan Bagaimana peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses 
penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan? dalam hal ini 
bapak selaku Kepala Seksi Akuntansi ! 

Jawaban Peran pimpinan dalam hal ini saya sebagai Kasi Akuntansi 
berusaha mengkomunikasikan dan bertanggungjawab terkait 
penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang 
akan disajikan, memberikan informasi pada seluruh PPK SKPD 
agar menertibkan laporan bulanan. 

Pertanyaan Informasi apa yang bapak sampaikan ke SKPD? 
Jawaban Dalam membuat laporan keuangan biasanya ada aja yang kurang, 

sebenamya sih kalau komunikasi biasa lancar saja tapi ini masalah 
laporan keuangan, orang yang mengerjakan laporan itu yang 
kadang kurang mengerti jadi kami maklum aja, tapi tetap kami 
arahkan agar laporan mereka bisa benar dan tepat waktu, apalagi 
pekerjaan kami bekerja dibantu dengan sistem. 

Pertanyaan Laporan keuangan yang dihasilkan mumi produk sistem? 
Jawaban Tidak kami juga punya manual jadi antara sistem dan manual 

kami rekonsiliasikan <lulu setelah cocok dengan data yang ada dari 
SKPD baru kami sajikan berupa laporan keuangan daerah. 

Pertanyaan Kira-kira apa kendala mereka sehingga kurang mengerti? 
Jawaban Ya biasa lah, akrual ini kan hal yang baru jadi memang agak 

bingung dan sedikit kerja keras apa lagi dasar mereka kan bukan 
dari akuntansi, intinya ini masalah SDM masih perlu dibina lagi 
agar kedepan bisa lebih paham. 

2. Pertanyaan Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam hal komunikasi 
antara p1mpman dan staf dalam pelaksanaan SAP Berbasis 
Akrual? 

Jawaban Kalau komunikasi dengan staf di Bidang Akuntansi tidak ada 
masalah karena sudah pada ngerti. Rata-rata mereka sudah ikut 
pelatihan SAP berbasis akrual terutama yang pemah ikut pelatihan 
di Semarang, cuma ya tidak semua sama ilmunya ada yang 
banyak, sedang ada yang dikit-dikit, tapi secara umum tentang 
akrual semua ngerti, apalagi kami dibindang akuntansi sebagai 
kiblatnya pelaporan ya mau nda mau kami harus lebih <lulu 
ngertinya dari pada teman-teman di SKPD, tapi kembali lagi ini 
masalah SDMnya jadi sabar-sabarlah. 
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3. Pertanyaan 

Jawaban 

4. Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 
Jawaban 

5. Pertanyaan 

Jawaban 

B. Sumber Daya 
1. Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 
Jawaban 

Pertanyaan 

Apakah para pegawai di bagian akuntansi di DPKAD telah 
memahami apa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrual? 
Kalau di Bidang Akuntansi insya Allah sudah paham semua 
tentang akrual, seperti yang saya sampaikan tadi berbeda tingkat 
pemahamannya, karena mereka kan punya tugas masing-masing. 
Bagaimanakah praktek pelaporan keuangan yang ada di DPKAD 
sekarang ini? Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan laporan keuangan di DPKAD? Laporan apa saja yang 
disusun oleh instansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan? 
Laporan keuangan disusun dengan mengkonsolidasikan semua 
entitas akuntansi di linkungan pemerintah daerah. Bahan 
penyusunan laporan keuangan, laporan keuangan SKPD dan 
entitas pelaporan SKPD terdiri dari LRA, Neraca, LO (laporan 
operasional), SAL, CALK setelah terkumpul baru kami buat 
laporan keuangan daerah selaku SKPKD. 
Apa bedanya laporan keuangan SKPD dan SKPKD 
Beda kalau di SKPD membuat 5 jenis laporan terdiri dari LRA 
(Laporan Realisai Anggara), Neraca, LO (Laporan operasional), 
LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan 
Keuangan), kalau kita selaku SKPKD terdiri dari 7 jenis laporan 
ada LRA (Laporan Realisai Anggara), Neraca, LO (Laporan 
operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), LAK (Laporan 
Arus Kas), LPSAL (Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih), 
CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). 
Apakah di DPKAD menetapkan suatu peraturan pelaksanaan atau 
petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan sendiri? 
Kalau peraturan khusus untuk dinas kita (DPKAD) tidak ada, tapi 
kalau untuk seluruh SKPD ada yaitu berupa Peraturan Bupati 
Nunukan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur 
Akuntansi, sepertinya kalau tidak salah ada tiga peraturan bupati 
yang dibuat mengenai sistem akuntansi. 

Apakah di DPKAD telah memiliki jumlah pegawai yang memadai 
dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual? 
Belum memadai lah, kita masih membutuhkan tambahan pegawai. 
Kita <lulu sudah pemah mengusulkan tapi sampai sekarang belum 
ada penambahan, kalau ada penambahan kami berharap ya 
minimal SMK Akuntansi atau D3 Akuntansi biar enak kalau 
sudah punya dasar akuntansi tidak setengah mati ngajarinnya 
sedikit banyak mereka sudah mengerti tentang dasar-dasar 
akuntansi, ini juga yang menjadi kendala di SKPD selama ini. 
Maksudnya, kendala seperti apa? 
Di SKPD ini kan laporannya selalu ada masalah, salah satu 
penyebabnya ya ini SDMnya kurang, kita tidak menyalahkan 
manusianya tapi memang pengetahuannya yang terbatas tentang 
akuntansi karena akrual ini kan memang baru diterapkan. 
Kedepan apa harapan bapak tentang SDM khusunya tentang 
akuntansi? s1apa tau ini bisa jadi masukan bagi 
pemerintah/B KO D ! 
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Jawaban Ya kalau bisa di Bidang Akuntansi ini terdiri dari orang-orang 
akuntansi seperti SMK Akuntansi dan D3 Akuntansi, kalau untuk 
SKPD dibagian keuagan sebaiknya harus ada orang akuntansi biar 
enak membuat laporannya. 

2. Pertanyaan Bagaimana kualitas pegawai di DPKAD saat ini? 
Jawaban Sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi melalui 

pelatihan-pelatihan agar kedepan DPKAD mempunyai staf atau 
pegawai yang paham mengenai SAP berbasis akrual ini. 

3. Pertanyaan Apakah saran a yang digunakan dalam penyusunan laporan 
keuangan di DPKAD telah memadai? 

Jawaban Sudah memadahi tapi masih perlu penyempumaan terkait dengan 
informasi teknologi keuangan daerah. 

Pertanyaan Saat ini apakah masih menggunakan jasa pendampingan BPKP? 
Jawaban Sudah tidak lagi, mulai tahun 2015 kita sudah mulai mengerjakan 

sendiri LKPD nya, mulai mandiri lah. 
4. Pertanyaan Apakah pemberian wewenang di Unit Kerja DPKAD telah 

disesuaikan dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksana 
penyusunan laporan keuangan? 

Jawaban Sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. 
5. Pertanyaan Apakah menurut anda diperlukan kompensasi untuk pegawai agar 

mereka bersemangat dalam membuat laporan keuangan? 
Jawaban Sebenamya sekarang ini sudah ada tapi masih kecil jadi perlu ada 

penambahan biar bisa menjadi motivasi dan semangat kerja bagi 
pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. 

c. Disposisi 
1. Pertanyaan Menurut anda apakah dengan diterapkannya SAP Berbasis Akmal 

di DPKAD dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik? 
Jawaban Ya dengan akrual ini laporan keuangan jadi up to deat, sebelum 

akrual laporan keuangan di DPKAD selaku SKPD sudah baik 
degan akrual insya Allah lebih baik lagi. 

2. Pertanyaan Menurut anda selama ini Satker telah mengirimkan Arsip Data 
Komputer (ADK) setiap bulannya dengan tepat waktu? 

Jawaban Saat ini Satker atau SKPD suadah terintegrasi secara real time 
(setiap saat) dengan server data yang ada DPKAD, tapi laporan 
pertanggungj awaban bulanan secara fisik tetap disampaikan, 
bahkan kami memberikan sanksi bagi SKPD yang lam bat 
menyerahkan laporan bulanan yaitu penundaan pencairan segala 
bentuk tagihan yang diusulkan SKPD paling lam bat 10 hari kerja 
pada bulan berikutnya. 

3. Pertanyaan Dalam pemeriksanaan BPK terdapat istilah Sistem Pengendalian 
Intern (SPI), menurut anda apakah yang dimaksud dengan SPI? 
Apakah di DPKAD juga terdapat SPI? Jelaskan tugas pokok dan 
fungsinya bila ada! 

Jawaban SPI adalah bagaimana pemerintah daerah dalam pelaksanaan 
kegiatan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan serta 
peraturan yang dibuat sendiri oleh Pemerintah Daerah. Menurut 
pengertian saya SPI yang ada di SKPD seperti 
Renstra/Lakip/RKA karena di dalamnya ada tupoksi, kalau itu 
semua SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan punya. 

42258.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



D. Struktur Birokrasi 
1. Pertanyaan Bagaimanakah mekanisme sistem akuntansi keuangan di 

DPKAD? 
Jawaban Mekanismen sistem akuntansi yang ada di DPKAD merujuk pada 

Peraturan Bupati Norn or 31 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan. 

2. Pertanyaan Bagaimana pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di 
DPKAD dalam hal ini berkaitan dengan SAP Berbasis Akrual? 

Jawaban Pembagian kerja tetap seperti biasa semua bekerja sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing, cuma sedikit penambahan seperti 
yang saya sebutkan tadi SKPD mengerjakan 5 laporan, SKPKD 
mengerjakan 7 laporan. 

3. Pertanyaan Apakah dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual petunjuk 
pelaksanaan/prosedur operasi kerja dapat dimengerti oleh para 
pegawai? 

Jawaban Kalau petunjuk khusus tidak ada, cuma mengacu pada Peraturan 
bupati nomor Nomor 31 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan, semua saya kira 
sudah mengerti dengan baik. 

4. Pertanyaanu Apakah DPKAD juga membuat peraturan-peraturan pelaksanaan 
mengenai penyusunan laporan keuangan? 

Jawaban DPKAD selaku SKPD tidak ada peraturan khusus, DPKAD selaku 
SKPKD yaitu Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 
2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 32 
Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap, Peraturan Bupati 
inilah yang dijadikan acuan oleh semua Dinas dalam penyusunan 
laporan keuangan. 

5. Pertanyaan Unit organisasi apa saja yang terlibat di dalam penyusunan laporan 
keuangan di DPKAD? 

Jawaban Dalam laporan keuangan Fungsi DPKAD selaku Dinas melibatkan 
Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset, Bidang Akuntansi, fungsi 
DPKAD selaku SKPKD melibatkan semua unit organisasi/SKPD 
yang ada di Kabupaten Nunukan. 

6. Pertanyaan Bagaimanakah pengawasan dan monitoring penyampaian laporan 
keuangan yang biasa dilakukan di DPKAD? 

Jawaban Selaku SKPKD pengawasan yang dilakukan dengan berinteraksi 
interaksi langsung kepada pegawai melaksanakan tu gas 
penyusunan laporan keuangan yang ada di SKPD, sedangkan 
pelaporan keuangan yang ada di SKPD sedah berjalan baik, 
karena ada di dalam dinas sendiri. 

Kepala Seksi Akuntansi Bidang Akuntansi dan 

Penyertaan Mi°~en Nunukan 

Hamid Geroda, A.Md. 

NIP. 19750830 200112 1005 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

N arnalnforman Andarias Pabesak, SE. 
NIP 197108022003121005 
Jabatan Kasubag Keuangan DPKAD Kabupaten Nunukan (PPK SKPD) 
Alamat Jl. H. Surnang 
Nornor HP 081347271409 
TernpatWawancara DPKAD Kabupaten Nunukan (Ruang Kasubag Keuangan) 
Tanggal Wawancara 12 April 2016 
Pewawancara Warda 

Basil Wawancara : 
A. Komunikasi 

1. Pertanyaan Bagaimana peran dan tanggung jawab pimpinan dalam proses 
penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan? (Dalarn hal 
ini bapak selaku Kasubag Keuangan DPKAD) 

Jawaban Peran say a bersarna staf rnenghirnpun dan rnencatat sernua 
transaksi, memperifikasi laporan secara gelobal, rnembuat SPM 
(Surat Perintah Membayar) yang ada di DPKAD kemudian 
mengolahnya ke dalam bentuk laporan keuangan semester mulai 
dari LRA (Laporan Realisai Anggara), Neraca, LO (Laporan 
Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan 
Atas Laporan Keuangan), selanjutnyan akan kami sampaikan pada 
bidang akuntansi selaku SKPKD, karena bidang akuntansi yang 
menghimpun semua laporan dari seluruh SKPD. 

2. Pertanyaan Harnbatan/kendala apa saja yang ditemui dalam hal komunikasi 
antara p1mpman dan staf dalam pelaksanaan SAP Berbasis 
Akrual? 

Jawaban Harnbatan yang ditemui dalam hal kornunikasi adalah kurangnya 
pengetahuan pegawai tentang SAP berbasis akrual karena ini 
merupakan hal baru, tapi harnbatan itu bisa di minimalisir karena 
dekat dari induknya kalau ada hal yang kurang dipahami tentang 
akrual langsung ditanyakan pada bidang akuntansi selaku sentral 
pelaporan keuangan, apalagi staf yang ada di PPK memang dari 
D3 akuntansi sedikit banyak sudah tau tentang akuntansi, yang 
agak bingung rnungkin dari SKPD lain. 

Pertanyaan Menurut bapak sebaiknya bagaimana? 
Jawaban Menurut saya sebaiknya pengelola laporan keuangan harus punya 

dasar pengetahuan akuntansi yang cukup agar komunikasi bisa 
lancar antara atasan dan staf. 

Pertanyaan Apa yang sebaiknya dilakukan? 
Jawaban Harus banyak mengikuti pelatihan tentang SAP berbasis akrual 

biar paham, dan biar komunikasi jadi lancar. 
3. Pertanyaan Apakah para pegawai di bagian akuntansi di DPKAD telah 

memaharni apa yang dirnaksud dengan SAP Berbasis Akrual? 
Jawaban Belum sepenuhnya memahami, paling yang paham tentang akrual 

bagian tertentu yang ada hubungannya dengan laporan keuangan, 
itupun tingkat pernahamannya tidak semua sama, karena masing-
masing punya tugas sendiri-sendiri jadi yang diurusi tugasnya aja. 
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4. Pertanyaan Bagaimanakah praktek laporan keuangan yang ada di DPKAD 
sekarang ini? Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan laporan keuangan di DPKAD? Laporan apa saja yang 
disusun oleh instansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan? 

Jawaban Laporan keuangan dibuat dengan menggunakan sistem akuntansi 
pemerintah berbasis akrual, adapun bahannya berupa pencatatan 
pendapatan, LRA, belanja, pendapatan laporan operasional, beban 
kas, investasi jangka panjang, aset tetap dan penyusutan. Inilah 
yang kadang membuat bingung jadi kami harus banyak-banyak 
bertanya kepada bidang akuntansi bagaimana pencatatan yang 
benar, Jangan sampa1 salah masuk pin tu, karena bisa 
mempengaruhi pelaporan keuangan yang lain. 

Pertanyaan Khusus untuk DPKAD selaku SKPD lapora.I! apa aja yang di buat? 
Jawaban Kalau untuk SKPD ada lima jenis laporan seperti: LRA (Laporan 

Realisai Anggaran), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE 
(Laporan Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan 
Keuangan), membuat laporan ini kalau tidak teliti dan tidak 
dipahami dengan baik bisa salah menginput ke dalam sistem. 

5. Pertanyaan Apakah di DPKAD menetapkan suatu peraturan pelaksanaan atau 
petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan sendiri? 

Jawaban Tidak ada, akan tetapi kita mengacu pada Peraturan Bupati 
Nunukan No. 31 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosesdur 
Akuntansi, peraturan ini tidak berlaku khusus untuk DPKAD saja 
akan tetapi untuk semua SKPD se Kabupaten Nunukan. 

B. Sumber Daya 
1. Pertanyaan Apakah di DPKAD telah memiliki jumlah pegawai yang memadai 

dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual? 
Jawaban Jumlahnya belum memadai, masih butuh tambahan, akrual ini kan 

hal yang baru jadi kita butuh pegawai yang betul-betul paham. 
2. Pertanyaan Bagaimana kualitas pegawai di DPKAD saat ini? 

Jawaban Kalau kualitas sudah baik akan tapi masih perlu ditingkatkan lagi, 
ya harus banyak-banyak mengikuti pelatihan lah biar pengetahuan 
dan ilmunya juga bertambah. 

3. Pertanyaan Apakah saran a yang digunakan dalam penyusunan laporan 
keuangan di DPKAD telah memadai? 

Jawaban Kalau sarana sudah memadai, yang biasa mengalami gangguan 
aplikasinya sama SDM yang mengelola aplikasi. 

4. Pertanyaan Apakah pemberian wewenang di Unit Kerja DPKAD telah 
disesuaikan dengan fungsi dan j abatan dari setiap pelaksana 
penyusunan laporan keuangan? 

Jawaban Ya, kalau itu tidak ada masalah, semua sudah bekerja berdasarkan 
tu gas pokok dan fun gs in ya (tupoksi) 

. . 
masmg-masmg, cum a 

memang kemampuannya berbeda-beda, intinya kualitas SOM nya 
perlu dibina dan ditingkatkan lagi. 

5. Pertanyaan Apakah menurut anda diperlukan kompensasi untuk pegawai agar 
mereka bersemangat dalam membuat laporan keuangan? 

Jawaban Perlu sekali adanya kompensasi biar nanti bisa menjadi motivasi 
bagi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. 
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c. Disposisi 
1. Pertanyaan Menurut anda apakah dengan diterapkannya SAP Berbasis Akmal 

di DPKAD dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik? 
Jawaban Ya kerena SAP berbasis akrual lebih transparan dan akuntabel. 

2. Pertanyaan Menurut anda selama ini Satker telah mengirimkan Arsip Data 
Komputer (ADK) setiap bulannya dengan tepat waktu? 

Jawaban Ya selalu tepat waktu, karena hal tersebut kan sudah ada dalam 
Permendagri dan Peraturan Pemerintah di tarnbah lagi dengan 
adanya Peraturan Bupati bahwa penyampaian SPJ dan lainnya 
paling lam bat tanggal 10 bulan berikutnya. 

3. Pertanyaan Dalam pemeriksanaan BPK terdapat istilah Sistem Pengendalian 
Intern (SPI), menurut anda apakah yang dimaksud dengan SPI? 
Apakah di DPKAD juga terdapat SPI? Jelaskan tugas pokok dan 
fungsinya bila adal 

Jawaban SPI maksudnya melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan yang 
ada, kalau SPI biasanya yang punya BPK dan Inspektorat, kalau 
yang ada di SKPD itu Cuma Renstra, Lakip dan RKA tupoksi ada 
di dalamnya, jadi dasar kita melaksanakan kegiatan ya itu. 

4. StrukturBirokrasi 
1. Pertanyaan Bagaimanakah mekanisme sistem akuntansi keuangan di 

DPKAD? 
Jawaban Merujuk pada Peraturan Bupati Nunukan No. 31 Tahun 2014 

tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, dasamya dari Sistem 
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sesuai PP No. 71 tahun 
2010 dan Pennendagri No. 64 Tahun 2013. 

2. Pertanyaan Bagaimana pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di 
DPKAD dalam hal ini berkaitan dengan SAP Berbasis Akrual? 

Jawaban Sudah terorganisir sesuai dengan tupoksi masing-masing. 
3. Pertanyaan Apakah dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual petunjuk 

pelaksanaan/prosedur operasi kerja dapat dimengerti oleh para 
pegawai? 

Jawaban Cukup dapat dimengerti, kalau ada yang tidak di mengerti ya 
tanya pada bidang akuntansi kan dekat. 

4. Pertanyaan Apakah DPKAD juga membuat peraturan-peraturan pelaksanaan 
mengenai penyusunan laporan keuangan? 

Jawaban Ada tapi bukan khusus untuk DPKAD, berlaku untuk semua 
SKPD yaitu Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 
2014 tentang kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 32 
Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap, 

5. Pertanyaan Unit organisa siapa saja yang terlibat di dalarn penyusunan laporan 
keuangan di DPKAD? 

Jawaban Untuk laporan keuangan SKPD melibatkan bi dang 
perbendaharaan, bidang aset dan bidang akuntansi 

6. Pertanyaan Bagaimanakah pengawasan dan monitoring penyarnpaian laporan 
keuangan yang biasa dilakukan di DPKAD? 

Jawaban Sudah berjalan sesuai aturan yang telah di tetapkan kita lakukan 
pengawasan rutin sebulan sekali. 
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Kasubag Keuangan DPKAD 
Kabupaten Nunukan (PPK SK.PD) 

Andarias Pabesak, SE 
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TRANSKRIP HASIL WA WAN CARA 

Nama Informan Sumaryanto 
NIP 19790205 200604 1 015 
Jabatan Bendahara Pengeluaran DPKAD Kabupaten Nunukan 
Alamat Jl. Ujang Dewa Kompleks KPN 
NomorHP 081347683185 
Tempat Wawancara DPKAD Kabupaten Nunukan (Ruang Bendahara) 
Tanggal Wawancara l l April 2016 
Pewawancara Warda 

Hasil Wawancara : 
A. Komunikasi 

1. Pertanyaan Bagaimana peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses 
penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan? (Bagaimana 
peran dan tanggungjawab bapak dalam proses penyusunan 
pertanggungjawaban laporan keuangan dimana kapasitas bapak 
sebagai bendahara pengeluaran)? 

Jawaban Bendahara pengeluaran bertanggungjawab membuat laporan SPJ 
bulanan yang mencatat semua transaksi pengeluaran dari masing-
masing kegiatan termasuk GU (Ganti Uang), BKU (Buku Kas 
Umum), pembuatan SPP (Surat Persediaan Pembayaran) yang ada 
di SKPD kemudian disahkan oleh Bendahara Pengeluaran dan 
Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Kasubag 
Keuangan PPK SKPD. 

2. Pertanyaan Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam hal komunikasi 
antara p1mpman dan staf dalam pelaksanaan SAP Berbasis 
Akmal? 

Jawaban Kalau dari pihak bendahara tidak ada kendala karena kami bekerja 
dengan sistem semua sudah tersedia di sistem, yang paling 
berhubungan dengan akuntansi akrual bagian PPK karena mereka 
yang menyajikan laporan keuangan mulai LRA (Laporan Realisai 
Anggara), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan 
Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). 
Yang menj adi kendala bagi kami j ika sistem mengalami gangguan 
danjika tagihan yang diusulkan tidak tersedia SPDnya. 

Pertanyaan Kalau tidak dibantu dengan sistem bagaimana? 
Jawaban Ya bingung juga, mau diapain laporannya karena kami kurang 

mengerti akuntansi, karena bekerja dibantu dengan sistem kami 
jadi terbantu. 

3. Pertanyaan Apakah para pegawai di bagian akuntansi di DPKAD telah 
memaharni apa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akmal? 

Jawaban Kalau di Bidang Akuntansi rata-rata dari mereka sudah memahami 
dengan baik apa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akmal, 
karena memang tugasnya mengurusi laporan keuangan daerah. 

4. Pertanyaan Bagaimanakah praktek laporan keuangan yang ada di DPKAD 
sekarang ini? Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan laporan keuangan di DPKAD? Laporan apa saja yang 
disusun oleh instansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan? 
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Jawaban Laporan keuangannya sudah bagus dengan menggunakan sistem 
akrual, SPJnya disampaikan perbulan ke Bi dang Akuntansi 
melalui pengawasan PPK yang disahkan oleh Kepala DPKAD. 
Jenis laporannya kalau bendahara hanya SPJ bulanan kalau PPK 
jenis laporannya LRA (Laporan Realisai Anggara), Neraca, LO 
(Laporan operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), CALK 
(Catatan Atas Laporan Keuangan) laporan keuangan DPKAD 
secara global disampaikan persemester. 

5. Pertanyaan Apakah di DPKAD menetapkan suatu peraturan pelaksanaan atau 
petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan sendiri? 

Jawaban Khusus untuk DPKAD sendiri tidak ada, namun untuk seluruh 
SKPD se Kabupaten Nunukan ada Peraturan Bupati Nunukan 
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosesdur Akuntansi. 

B. Sumber Daya 
1. Pertanyaan Apakah di DPKAD telah memiliki jumlah pegawai yang memadai 

dalam pelaksanaan SAP Berbasis Akrual? 
Jawaban Saya kira saat ini belum memadai, kita masih membutuhkan 

tambahan pegawai dan kalau bisa terutama dari SMK Akuntansi 
maupun dari D3 Akuntansi 

2. Pertanyaan Bagaimana kualitas pegawai di DPKAD saat ini? 
Jawaban Kualitas pegawai yang ada sudah baik, namun masih perlu 

ditingkatkan lagi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan agar 
semua memahami bagaimana SAP berbasis akrual itu. 

3. Pertanyaan Apakah saran a yang digunakan dalam penyusunan laporan 
keuangan di DPKAD telah memadai? 

Jawaban Sarananya sudah bagus, tinggal manusianya aja yang masih perlu 
dilatih dan di tambah pemahamannya tentang akuntansi akrual. 
Yang jadi kendala kalau sistemnya bermasalah. 

4. Pertanyaan Apakah pemberian wewenang di Unit Kerja DPKAD telah 
disesuaikan dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksana 
penyusunanlaporankeuangan? 

Jawaban Sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing. 
5. Pertanyaan Apakah menurut anda diperlukan kompensasi untuk pegawai agar 

mereka bersemangat dalam membuat laporan keuangan? 
Jawaban Perlu sekali biar menjadi penyemangat bagi pegawai. 

c. Disposisi 
1. Pertanyaan Menurut anda apakah dengan diterapkannya SAP Berbasis Akrual 

di DPKAD dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik? 
Jawaban Ya dengan SAP berbasis akrual lebih tertib, transparan dan 

akuntabel. Kalau <lulu pengamprahan kegiatan selalu lambat-
lam bat, terse rah kapan mereka mau mengamprah, sekarang 
dengan akrual pengamrahan kegiatan rutin perbulan. 

2. Pertanyaan Menurut anda selama ini Satker telah mengirirnkan Arsip Data 
Komputer (ADK) setiap bulannya dengan tepat waktu? 

Jawaban Sudah karena dengan sistem jadi otomatis data tersimpan diserver, 
tapi kami juga saling merekon antara SKPD dan server dan kami 
juga menyampaikan SPJ bulanan secara pisik, penyampaian SPJ 
paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya. 
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3. Pertanyaan Dalam pemeriksanaan BPK terdapat istilah Sistem Pengendalian 
Intern (SPI), menurut anda apakah yang dimaksud dengan SPI? 
Apakah di DPKAD juga terdapat SPI? Jelaskan tugas pokok dan 
fungsinya bila ada! 

Jawaban SPI di Dinas tidak ada, yang ada hanya tupoksinya saja biasanya 
berupa LAKIP/RENSTRA. 

D. Struktur Birokrasi 
1. Pertanyaan Bagaimanakah mekanisme sistem akuntansi keuangan di 

DPKAD? 
Jawaban Sudah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang sistem akuntansi 

Kabupaten Nunukan dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 

2. Pertanyaan Bagaimana pembagian kerja penyusunan laporan keuangan di 
DPKAD dalam hal ini berkaitan dengan SAP Berbasis Akrual? 

Jawaban Sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing 
3. Pertanyaan Apakah dalam pelaksanaan SAP Ber basis Akmal petunjuk 

pelaksanaan/prosedur operasi kerja dapat dimengerti oleh para 
pegawai? 

Jawaban Kalau bendahara bekerja sudah difasilitasi dengan sistem jadi 
mengerti karena yang dikerjakan itu-itu aja, kalau tidak dengan 
sistem manalah kami mengerti, kalau ada yang tidak faham 
biasanya kami tanya dengan PPK. 

4. Pertanyaan Apakah DPKAD juga membuat peraturan-peraturan pelaksanaan 
mengenai penyusunan laporan keuangan? 

Jawaban Ada sisdurnya 
5. Pertanyaan Unit organisasi apa saja yang terlibat di dalam penyusunan laporan 

keuangan di DPKAD? 
Jawaban Semua bidang didalam Dinas yang punya kegiatan yaitu, Bi dang 

Akuntansi, Bi dang Perbendaharaan, Bidang Aset, Bidang 
Anggaran, Bagian Keuangan dan Bagian Umum. 

6. Pertanyaan Bagaimanakah pengawasan dan monitoring penyampaian laporan 
keuangan yang biasa dilakukan di DPKAD? 

Jawaban Pengawasannya sudah baik biasanya dilakukan setiap bulan. 

Bendahara Pengeluaran DPKAD 
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NAMA WARDA 

NIM 500893743 

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 

JUD UL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ST AND AR AKUNTANSI 

PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA DINAS 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN NUNUKAN 

Matriks ujian sidang tanggal 19 Juni 2016 

No Penguji/Pembahas I &II Masukan I Saran Keterangan 

1 Penguji Ahli 1. Perbaiki latar belakang dari Sudah diakomodir 
(Prof. Endang Wiyatmi TL) kelemahan sistem akuntansi pada halaman .::>~Y 

yang terdahulu (basis kas) (BAB I Latar 
Belakang) 

2. Saran untuk ditinjau Sudah diakomodir 
kembali tentang pada halamaf.\.J.P.l... 
penambahan pegawai 

2 Pembahas I 1. Pembahasan gunakan Sudah diakomodir 
(Dr. Thomas Bustomi,M.Si) referensi sehingga tidak pada halaman. !8 -55 

ditemukan tendensi saran 
(praktis) 

2. Kesimpulan gunakan Sudah diakomodir 
perumusan masalah sebagai pada halaman ... ~~~ ... 
panduannya 

3. Saran, lihat kembali alur Sudah diakomodir 
dari Edwar III setelah di pada halaman .. lcJ .. 
analisis melalui fokus 
penelitian 

4. Penulisan dan pengutipan Sudah diakomodir 
ditinjau kembali data pada halaman .. ~ E 
sekunder (SDM) 
mengungkapkan data 
belakangnya. 

Ketua Komisi 
(Dr.sofjan Aripin,M.Si) 1. Cek penulisan dengan Sudah diakomodir 

pedoman T APM 

42258.pdf
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